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KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-
Nya Dinas Kesehatan Provinsi Riau pada akhirnya berhasil menyusun
produk publikasi “Profil Kesehatan Provinsi Riau 2016”. Saya menyambut
gembira hadirnya Profil Kesehatan yang terbit ini untuk merespon tingginya
kebutuhan akan data dan informasi sebagai landasan pengambilan

keputusan yang evidence-based yang penuh dengan tantangan.

Saya menyadari bukan hal mudah untuk dapat menyajikan data yang berkualitas sesuai
kebutuhan dan tepat waktu. Pemenuhan kelengkapan data baik dari segi cakupan wilayah maupun indikator
merupakan masalah utama yang ditemui dalam rangka penyusunan profil yang tepat waktu. Kendala ini
dihadapi dalam pengelolaan data dan informasi baik di tingkat Puskesmas, Kabupaten/Kota maupun
Provinsi. Selain itu, dalam menyusun Profil Kesehatan diperlukan komitmen bersama antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam mewujudkan penyediaan data yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

Dinas Provinsi Riau telah melakukan banyak upaya agar data dan informasi yang disajikan pada
Profil Kesehatan Provinsi Riau dapat hadir lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya sangat
berharap dengan hadirnya Profil Kesehatan Provinsi Riau 2016 ini, kebutuhan terhadap data dan informasi
kesehatan di semua lini, baik institusi pemerintah, institusi swasta, organisasi profesi, mahasiswa dan
kelompok masyarakat lainnya dapat terpenuhi dengan baik. Profil Kesehatan ini juga diharapkan dapat
bermanfaat sebagai bahan dalam mengukur kinerja program pembangunan kesehatan baik di Provinsi
maupun di Kabupaten/Kota yang berguna bagi perencanaan program pembangunan kesehatan berikutnya.

Melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya
kepada semua pihak, dalam hal ini pengelola data dan program, serta lintas sektor yang telah berkontribusi
dalam penyusunan Profil Kesehatan. Semoga di masa mendatang dapat menyajikan data yang lebih
berkualitas dan dapat terbit lebih cepat.

Pekanbaru, Agustus 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI  RIAU

Dra. Hj. MIMI YULIANI NAZIR, Apt, MM
NIP. 19660717 199102 2 001
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan

oleh semua lapisan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan

sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh

kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan

upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Dalam rangka

mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan diperlukan Data, Informasi,

dan Indikator Kesehatan yang dikelola dalam Sistem Informasi Kesehatan.

Selain itu, ketentuan mengenai informasi kesehatan ini juga tercantum dalam

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 7 yang menyatakan

bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang

kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab.

Adanya Profil Kesehatan Provinsi Riau pun merupakan implementasi

publikasi informasi kesehatan Provinsi Riau yang cukup komprehensif sehingga

diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi kesehatan yang dibutuhkannya.

Publikasi informasi ini diharapkan juga dapat menjadi pertimbangan untuk mengambil

kebijakan mengenai kesehatan.

Pada Profil Kesehatan Provinsi Riau tahun 2016 terdapat informasi mengenai

kemajuan yang telah dicapai Provinsi Riau di bidang kesehatan. Profil Kesehatan

Provinsi Riau tahun 2016 merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data

kesehatan periode data Januari sampai dengan Desember 2016 yang

didapatkan/dikumpulkan dari lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan lintas

sektor, antara lain: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Pusat Data dan Informasi

Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
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Untuk menjamin ketepatan data, disediakan formulir excel online sehingga

masing-masing pemegang program bisa mengentri datanya masing-masing ke

formulir tersebut untuk meminimalisir terjadinya kesalahan data. Data yang terdapat

pada formulir excel online kemudian diverifikasi oleh pemegang program di Dinas

Kesehatan Provinsi Riau dan di cross-check kembali ke pemegang program di Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota.

Data yang telah dikumpulkan dan di cross-check kemudian dianalisis. Jenis

analisis yang disajikan dalam Profil Kesehatan Provinsi Riau, yaitu; 1) Analisis

Deskriptif dengan upaya menggambarkan data yang terdapat dalam tabel sesuai

karakteristik data serta menjelaskan angka rata-rata, angka minimum dan

maksimum. 2) Analisis Komparatif menjelaskan data dengan membandingkan

karateristik data wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya atau perbandingan

data antar waktu, antar jenis kelamin, antar kelompok umur. 3) Analisis

Kecenderungan untuk menjelaskan data, membandingkan data antar waktu dalam

periode yang relatif panjang dan 4) Analisis Hubungan menjelaskan keterkaitan

antara variabel satu dengan variabel lainnya. Ruang lingkup data dan jenis informasi

yang dikumpulkan dalam penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Riau yaitu; data

umum meliputi data geografi, kependudukan dan sosial ekonomi, data derajat

kesehatan yang berupa data agregat, meliputi; data kematian, data kesakitan, dan

data status gizi.

Data upaya kesehatan yang terdiri atas pelayanan kesehatan, perilaku hidup

sehat dan keadaan lingkungan. Data sumber daya kesehatan, antara lain data obat

dan pembekalan kesehatan, data Rumah Sakit, Puskesmas, UKBM, dan pembiayaan

kesehatan.

Tujuan umum disusunnya Profil Kesehatan Provinsi ini adalah diperolehnya

gambaran tentang situasi kesehatan di Provinsi Riau dan tujuan khususnya adalah

diperolehnya gambaran tentang derajat kesehatan masyarakat, situasi lingkungan

kesehatan, upaya kesehatan dan situasi sumber daya kesehatan. Sistematika

penulisan Profil Kesehatan adalah sebagai berikut.
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B. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Profil Kesehatan Provinsi Riau tahun 2016 adalah sebagai

berikut :

Bab-1 : Pendahuluan
Bab ini menyajikan secara ringkas maksud dan tujuan serta isi Profil

Kesehatan Provinsi Riau.

Bab-2 : Gambaran Umum  dan Lingkungan
Bab ini menyajikan tentang gambaran umum Provinsi Riau. Selain uraian

tentang keadaan geografis, administratif dan informasi lainnya, bab ini juga

mengulas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan dan faktor-

faktor lainnya misalnya kependudukan, pendidikan, serta faktor-faktor

lingkungan  dan perilaku.

Bab-3 : Situasi Derajat Kesehatan
Bab ini berisi uraian tentang hasil pembangunan kesehatan sampai dengan

tahun 2016 yang mencakup tentang angka kematian, umur harapan hidup,

angka kesakitan dan keadaan status gizi.

Bab-4 : Situasi Upaya Kesehatan

Bab ini berisi uraian tentang upaya kesehatan yang telah dilaksanakan oleh

bidang kesehatan sampai tahun 2016, untuk tercapainya dan berhasilnya

program-program pembangunan di bidang kesehatan, meliputi persentase

pencapaian cakupan pelayanan kesehatan dasar, persentase pencapaian

cakupan pelayanan kesehatan rujukan dan berbagai upaya lain berupa

gambaran pelayanan program kesehatan lainnya.

Bab-5 : Situasi Sumber Daya Kesehatan
Bab ini menguraikan tentang sumber daya pembangunan kesehatan

mencakup tentang keadaan tenaga, sarana dan fasilitas kesehatan yang ada

di Provinsi Riau sampai dengan tahun 2016. Pada bab ini juga akan dijelaskan

tentang jumlah dan penyebaran sarana pelayanan kesehatan yang terdiri dari

Rumah Sakit dan Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu dan

Puskesmas Keliling serta fasilitas kesehatan lainnya.
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Bab-6 : Kesimpulan
Bab ini menyajikan keberhasilan dan kekurangan dalam pembangunan

kesehatan Provinsi Riau Tahun 2016, serta hal–hal penting yang perlu disimak

dan ditelaah lebih lanjut dalam merencanakan program Pembangunan

Kesehatan Provinsi Riau di tahun mendatang.
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BAB II
GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis dan Administrasi

Provinsi Riau secara geografis terletak pada jalur yang sangat strategis baik

pada masa kini maupun pada masa yang akan datang karena terletak pada jalur

perdagangan Regional dan Internasional. Provinsi Riau memiliki luas area sebesar

87.023,66 km2. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai

dengan Selat Malaka, terletak antara 01o05'00’’ Lintang Selatan

sampai 02o25'00’’ Lintang Utara atau antara 100o00'00’’ Bujur Timur-

105o05'00’’ Bujur Timur.

Batas-batas daerah Riau adalah:

 Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara

 Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat

 Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

 Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara
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Dari posisi ini kelihatan bahwa Provinsi Riau berbatasan langsung dengan 4

(empat) Provinsi lainnya, yaitu; Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi dan

Kepulauan Riau. Di samping itu juga berhadapan langsung dengan 2 (dua) negara

tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Kondisi ini secara ekonomi justru akan

memberikan keuntungan bagi Provinsi Riau apabila bisa memanfaatkan setiap

peluang yang ada.

Secara administratif Provinsi Riau terbagi menjadi  10 Kabupaten dan 2 Kota

dengan Kecamatan 166 Kecamatan meliputi Desa / Kelurahan 1.846 Desa/Kelurahan

dimana Kabupaten Kampar dengan kecamatan terbanyak (21 kecamatan) dan

Kabupaten Kampar dengan Kelurahan / Desa terbanyak (245 kelurahan/Desa).

B. Iklim

Daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara

1700-4000 mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan.

Jumlah curah hujan tertinggi pada tahun 2012 terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi

dengan curah hujan sebesar 4.081,0 mm, disusul Kabupaten Kampar sebesar

2.846,1 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir

sebesar 1.722,0 mm. Daerah yang paling sering ditimpa hujan selama tahun 2012

adalah Kota Pekanbaru 214 kali, Kabupaten Rokan Hulu 191 hari, Kota Dumai 163

kali, Kabupaten Kampar 147 kali dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah hari

hujan 140 kali.

Selanjutnya menurut catatan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika

Pekanbaru, suhu udara rata-rata di Kota Pekanbaru tahun 2012 menunjukkan 26,0

celcius dengan suhu maksimum 35,1 celcius dan suhu minimum 21,8 celcius.

C. Topografi

Provinsi Riau memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0% – 2% (datar)

seluas 1.157.006 hektar, kemiringan lahan 15% – 40% (curam) seluas 737.966 hektar

dan daerah dengan topografi yang memiliki kemiringan sangat curam (> 40%) seluas

550.928 hektar (termasuk Provinsi Kepulauan Riau) dengan ketinggian rata-rata 10

meter di atas permukaan laut. Secara umum topografi Provinsi Riau merupakan

daerah dataran rendah dan agak bergelombang dengan ketinggian pada beberapa

Kota yang terdapat di Wilayah Provinsi Riau antara 2–91 meter diatas permukaan

laut.
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Kabupaten Bengkalis merupakan Kota yang paling rendah, yaitu berada 2 meter dari

permukaan laut, sedangkan Kota Pasir Pengaraian berada 91 meter dari permukaan

laut. Kebanyakan Kota di Provinsi Riau berada < 10 meter di atas permukaan laut,

seperti Rengat, Tembilahan, Siak, Bengkalis, Bagan Siapi-api dan Dumai.

Sebagian besar tanah daratan daerah Riau terdiri dari daratan yang terjadi

dari formasi alluvium (endapan), di beberapa tempat terdapat selingan neogen,

misalnya sepanjang Sungai Kampar, Sungai Indragiri dan anaknya Sungai Cinaku di

Kabupaten Indragiri Hulu bagian selatan. Tetapi di daerah perbatasan sepanjang

Bukit Barisan sepenuhnya terdiri dari lapisan permikarbon, peleogen dan neogen dari

tanah padsolik yang berarti terdiri dari induk batuan endapan.

D. Hidrografi

Di daerah daratan terdapat 15 sungai, di antaranya ada 4 sungai yang

mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan seperti Sungai Siak (300

km) dengan kedalaman 8-12 m, Sungai  Rokan  (400  km)  dengan kedalaman  6-8

m,  Sungai  Kampar  (400  km)  dengan kedalaman   lebih kurang 6 m dan Sungai

Indragiri (500 km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke empat sungai yang membelah dari

pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina

Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.

E. Kependudukan

Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan suatu wilayah, tetapi

di sisi lain penduduk juga dapat menjadi suatu beban bagi wilayah itu untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan berbagai

masalah yang dapat menghambat pembangunan. Laju pertumbuhan penduduk yang

tinggi dikhawatirkan akan dapat menimbulkan masalah-masalah terutama yang

menyangkut tentang penyediaan berbagai kebutuhan, termasuk juga di dalamnya

pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Data kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat diperlukan

dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk selain merupakan

obyek juga merupakan subyek pembangunan.
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Jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan proyeksi tahun 2016 adalah

6.500.971 jiwa, dimana persentase penduduk daerah perkotaan sebesar 39,60% dari

total penduduk Riau dan persentase penduduk daerah perdesaan sebesar 60,39%.

Bila dibandingkan dengan sensus maupun survei penduduk sebelumnya, dapat

dilihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Riau terus mengalami peningkatan. Dalam

jangka waktu 15 tahun yaitu dari tahun 2000 hingga 2016, jumlah penduduk Provinsi

Riau mengalami penambahan sekitar 2.575.456 jiwa atau rata-rata 171.700 jiwa

setiap tahun.

Hasil proyeksi penduduk tahun 2016 juga memperlihatkan perbedaan

komposisi penduduk berdasarkan gender yaitu terdiri dari 3.336.874 laki-laki dan

3.164.097perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau dalam kurun waktu

lima tahun terakhir (2010-2015) mengalami penurunan yang signifikan menjadi

2,58%. Penurunan ini antara lain disebabkan berkurangnya tingkat kelahiran sebagai

dampak peran serta masyarakat dalam program KB yang terus digalakkan

pemerintah. Seperti diketahui, program KB merupakan bagian strategis dari

pembangunan nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010

tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Meskipun terjadi penurunan laju

pertumbuhan penduduk di lima tahun terakhir, namun angka tersebut masih berada

di atas rata-rata pertumbuhan penduduk nasional yaitu sebesar 1,43%.

Wilayah Provinsi Riau semakin padat penduduk, hal ini dibuktikan dengan

semakin meningkatnya angka kepadatan penduduk. Berdasarkan hasil Sensus

Penduduk Tahun 2000 kepadatan penduduk Provinsi Riau sebesar 43 jiwa per

kilometer persegi dan angka ini meningkat terus hingga mencapai 74.70 jiwa per

kilometer persegi pada tahun 2016.

Masalah kependudukan lainnya adalah persebaran penduduk yang tidak

merata. Persebaran penduduk yang tidak merata disebabkan oleh berbagai hal

antara lain letak geografis, iklim/cuaca, tingkat kesuburan tanah, pusat kegiatan

penduduk dan faktor sosial budaya atau adat istiadat wilayah setempat. Tidak

meratanya persebaran penduduk akan menyebabkan berbagai masalah seperti

meningkatnya jumlah pengangguran, munculnya permasalahan kebutuhan lahan

untuk pemukiman, akses fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai

serta masalah-masalah sosial lainnya.
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Berdasarkan grafik  dibawah ini dapat dilihat bentuk piramida penduduk

Provinsi Riau tahun 2016 masih bertipe ekspansif, di mana penduduk muda

menunjukkan proporsi yang besar dan kecilnya proporsi penduduk tua, serta

pertumbuhan penduduk yang tinggi (bagian tengah cembung). Sedangkan badan

piramida yang besar, menunjukkan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif yang

besar.

Pengelompokkan penduduk dapat digunakan sebagai dasar dalam

pengambilan kebijakan dan pembuatan program dalam mengatasi masalah-masalah

di bidang kependudukan. Usia produktif itu sendiri adalah penduduk pada kelompok

usia 15-64 tahun (disebut juga penduduk usia kerja) yang dapat masuk ke pasar kerja

dan memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan

penduduk tidak produktif yaitu penduduk pada kelompok usia 0-14 tahun dan 65

tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan penduduk usia kerja) yang tidak

dapat memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tingginya

persentase penduduk usia produktif merupakan potensi sumber daya manusia bagi

Provinsi Riau. Perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif terhadap jumlah

penduduk usia produktif ini menunjukkan rasio beban tanggungan.
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Struktur umur penduduk Provinsi Riau masih didominasi oleh penduduk usia

produktif yang berdasarkan hasil SUPAS 2015 mencapai 65,59%. Struktur penduduk

tersebut mempengaruhi angka beban ketergantungan (dependency ratio) Provinsi

Riau. Pada periode 2010-2015, setiap 100 orang penduduk usia produktif harus

menanggung sekitar 52 penduduk usia tidak produktif. Hal ini menunjukkan Provinsi

Riau belum mengalami era bonus demografi. Bonus demografi terjadi pada keadaan

jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk

usia nonproduktif atau angka beban ketergantungan di bawah 50. Akan tetapi, angka

beban ketergantungan pada tahun 2010-2015 sudah menurun dibanding angka

beban ketergantungan pada Sensus Penduduk tahun 2010 sebanyak 1,63%.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin didasarkan atas penduduk laki-

laki dan perempuan disebut rasio jenis kelamin (sex ratio). Rasio jenis kelamin

penduduk Provinsi Riau berdasarkan hasil SUPAS 2015 sebesar 105,55. Ini berarti

bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sekitar 106 penduduk laki-laki atau

dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Riau lebih banyak dari jumlah

penduduk perempuan.

F. Status Pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah (Expexted Years of Schooling - EYS)

didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dirasakan oleh anak

umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah di Provinsi Riau

berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016 yang dikeluarkan

oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau yaitu 12,86 tahun.

Selama periode 2010 hingga 2016, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata

tumbuh sebesar 1,51% per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi

sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah. Di

tahun 2016, Harapan Lama Sekolah di Riau telah mencapai 12,86 yang berarti bahwa

anak-anak sekolah memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga

lulus SMA atau D1.

Akan tetapi, masih ada sebagian penduduk yang belum merasakan lamanya

sekolah sesuai angka Harapan Lama Sekolah tersebut yang ditandai dengan tidak

memiliki ijazah SD sebanyak 19.36 % penduduk.
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Sedangkan untuk penduduk yang memiliki ijazah sarjana di Provinsi Riau mengalami

peningkatan seperti yang tergambar pada grafik dibawah ini.

Persentase tingkat pendidikan tertinggi yang dimiliki oleh penduduk Riau bisa

dilihat pada grafik dibawah ini. Sebanyak 32.03% penduduk Riau memiliki ijazah

tertinggi pada tingkat Sekolah Dasar. Hal ini bisa disebabkan oleh jumlah penduduk

Riau yang cukup tinggi pada kelompok umur 10-14 tahun. Penduduk dengan ijazah

SMU (kejuruan) memiliki persentase terendah, yaitu sebanyak 2,28%. Sedangkan
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penduduk yang memiliki ijazah tertinggi Diploma atau lulusan Universitas hanya

berjumlah 7.97%.

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh

tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa

berbagai pengaruh positif bagi masa depan di berbagai bidang kehidupan.

Pendidikan memperluas peluang seseorang. Pendidikan meningkatkan

kreativitas dan imajinasi. Manusia yang berpendidikan akan lebih memperhatikan

tingkat kesehatan agar bisa hidup lebih lama. Tidak hanya itu, manusia yang

berpendidikan juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan

yang lebih layak. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk

meningkatkan kualitas hidup manusia.

**
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BAB III
SITUASI DERAJAT KESEHATAN

Derajat kesehatan merupakan gambaran profil kesehatan individu atau kelompok

individu (masyarakat) di suatu daerah. Derajat kesehatan juga merupakan salah satu

ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana lazimnya untuk

menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka

kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain.

Pada bagian ini, derajat kesehatan masyarakat di Indonesia digambarkan melalui

Angka Mortalitas; terdiri atas angka kematian neonatal, Angka Kematian Bayi (AKB),

Angka Kematian Balita (AKABA) dan Indeks Pembangunan Manusia termasuk Angka

Harapan Hidup, Angka Morbiditas; Angka Kesakitan beberapa penyakit balita dan

dewasa. Selain dipengaruhi oleh faktor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan

ketersediaan sumber daya kesehatan, derajat kesehatan masyarakat juga dipengaruhi

oleh faktor lain seperti faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, serta faktor lain

yang kondisinya telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

A. MORTALITAS
Mortalitas adalah kejadian kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat

tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab

lainnya. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk di suatu daerah tidak hanya

mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer dari tinggi

rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Mortalitas yang disajikan pada bab ini yaitu angka kematian neonatal, angka

kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu maternal dan angka kematian

kasar serta kematian yang disebabkan oleh penyakit dan bencana. Data kematian di

komunitas pada umumnya diperoleh melalui data survei kerena sebagian besar kejadian

kematian terjadi di rumah, sedangkan data kematian di fasilitas kesehatan hanya

memperlihatkan kasus rujukan. Perkembangan tingkat kematian di tahun 2016 akan

diuraikan di bawah ini.
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1. Angka Kematian Neonatal
Angka kematian neonatal merupakan jumlah kematian bayi umur kurang dari 28 hari

(0-28 hari) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Angka Kematian

Neonatal menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk

antenatal case, pertolongan persalinan, dan postnatal ibu hamil. Semakain tinggi

angka kematian neonatal berarti semakain rendah tingkat pelayanan kesehatan ibu

dan anak.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum

mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun

yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan

maupun kematian. Menurut hasil SDKI terjadi penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)

di Provinsi Riau sejak tahun tahun  1994 – 2012, walaupun dibandingkan dengan

angka nasional masih lebih besar. Gambaran perkembangan terakhir mengenai

estimasi AKB dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dapat

dilihat pada tabel berikut :

Berdasarkan gambar diatas menurut hasil SDKI terjadi penurunan AKB

cukup tajam antara tahun 1994 sampai 2012, secara nasional yaitu dari 57 per 1.000

kelahiran hidup menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup dan untuk AKB Provinsi Riau

dari 72 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
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Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan

keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat

sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat

kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang

pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin

secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi

merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh

pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Berbagai upaya memang telah dilakukan untuk menurunkan kematian bayi, antara

lain melalui penempatan bidan di desa, pemberdayaan keluarga dan masyarakat dengan

menggunakan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) dan Program Perencanaan

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), serta penyediaan fasilitas kesehatan

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas perawatan dan

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit. Upaya

terobosan yang paling mutakhir adalah program Jampersal (Jaminan Persalinan) yang

digulirkan sejak 2011.

Dari segi lintas sektor, tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi juga memegang

pengaruh yang besar dalam menurunkan angka kematian bayi. Berbagai penelitian

secara konsisten mempelihatkan bahwa pencapaian tingkat pendidikan tertentu memiliki

dampak yang kuat pada perilaku reproduksi, penggunaan kontrasepsi, fertilitas, kematian

bayi dan anak, kesakitan, dan sikap serta kepedulian yang berkaitan dengan kesehatan

keluarga dan kebersihan lingkungan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya

berhubungan dengan risiko kematian yang rendah, hal ini karena pendidikan membuat

ibu mendapatkan informasi tentang perawatan kehamilan dan anak yang lebih baik.

Kondisi ekonomi yang baik memudahkan akses yang lebih baik ke pelayanan kesehatan

dan praktek-praktek kesehatan.

Oleh karena Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator akhir yang perlu

diketahui perkembangan setiap tahunnya, untuk melihat pencapaian kinerja program Ibu

dan Anak, maka  dibawah ini akan digambarkan data kematian bayi berdasarkan laporan

rutin dari fasilitas kesehatan.
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Berdasarkan laporan rutin dari fasilitas kesehatan dapat dilihat bahwa jumlah kematian

bayi pada tahun 2016 mengalami penurunan hingga 1% menjadi 7,8% dibandingkan

dengan tahun 2015 (8,81%).

3. Angka Kematian Balita (AKABA)
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum

mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

AKABA merepresentasikan resiko terjadi kematian pada fase antara kelahiran dan

sebelum umur 5 tahun. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan

anak dan faktor–faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti

gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Berikut ini merupakan gambaran

perkembangan AKABA sejak tahun 1997 sampai tahun 2012.
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Gambar diatas memperlihatkan kecenderungan penurunan AKABA dari tahun

1997 sampai tahun 2012. Dari hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)

angka kematian balita Provinsi Riau tahun 2012 (28 per 1000 kelahiran hidup), terjadi

penurunan dibandingkan hasil SDKI tahun 2007 (47 per 1000 kelahiran hidup). Jika

dibandingkan dengan Angka Kematian Balita Indonesia (40 per 1000 kelahiran hidup),

angka kematian balita di Provinsi Riau jauh lebih rendah.

Sedangkan, berdasarkan laporan dari fasilitas kesehatan, jumlah kematian balita

di Provinsi Riau pada tahun 2016 sebanyak 8,2 per 1000 kelahiran hidup. Dari grafik

dibawah digambarkan bahwa angka kematian balita dari falitas kesehatan menunjukkan

penurunan dalam beberapa tahun belakangan ini. Jumlah tersebut juga masih jauh lebih

kecil dibanding target nasional yang berarti upaya penurunan jumlah kematian balita di

Provinsi Riau sudah lebih baik.

4. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)
Angka Kematian Ibu juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat

kesehatan masyarakat. Menurut Budi Utomo yang dimaksud dengan kematian ibu adalah

kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak

terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni

kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan

karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.
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WHO memperkirakan bahwa sekitar 15-20% ibu hamil, baik di negara maju

maupun berkembang akan mengalami risiko tinggi (risti) dan/atau komplikasi. Salah satu

cara yang paling efektif untuk menurunkan angka kematian adalah dengan meningkatkan

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.

Angka kematian ibu juga merupakan salah satu sasaran MDGs yang memerlukan

upaya keras untuk mencapai target 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa angka kematian ibu menurun dari 390

pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Tetapi

meningkat lagi menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012.

Walaupun angka kematian ibu terlihat meningkat pada SDKI 2012, namun

diperlukan kehati-hatian dalam menginterpretasikan hasil dari tren tersebut. Angka ini

belum tentu menunjukkan kegagalan dalam mengurangi peran kematian maternal

terhadap kematian wanita secara keseluruhan. Perlu diperhatikan kesalahan sampling

yang berhubungan dengan responden terpilih, dan kesalahan non-sampling.
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Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa data jumlah kematian ibu yang

berasal dari laporan rutin fasilitas kesehatan pada tahun 2016 juga mengalami penurunan

dibanding tahun sebelumnya sebanyak 7,8 per 100.000 kelahiran hidup. Salah satu

penyebab menurunnya angka kematian ibu yaitu meningkatnya cakupan pelayanan

Antenatal Care (ANC) pada ibu hamil dan meningkatnya cakupan persalinan yang

dilaksanakan di fasilitas kesehatan.

Dari data kematian ibu harus diperhatikan juga apa yang menjadi penyebab

kematian ibu tersebut, hal ini diperlukan dalam rangka menentukan arah kebijakan guna

menekan angka kematian khususnya di Provinsi Riau.
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Dari grafk diatas dapat dilihat persentase penyebab kematian ibu di Provinsi Riau pada

tahun 2016 yang tertinggi adalah karena perdarahan  50 kasus, Hypertensi 26 kasus,

Sistem peredarahan darah 8 kasus, Infeksi 1 kasus, gangguan metabolisme 1 kasus

dan lain – lain 44 kasus. Untuk itu perlu upaya yang lebih keras lagi dari semua

pelaksana kegiatan, penanggung jawab, lintas sektor dan lintas program terkait dalam

menurunkan jumlah kematian ibu di masa yang angka datang.

5. Angka Kematian Kasar (AKK)
Crude Death Rate (CDR) atau Angka Kematian Kasar adalah angka yang

menunjukkan berapa besarnya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk

setiap 1.000 penduduk. Pada umumnya penduduk usia tua mempunyai risiko

kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang masih muda. Akan

tetapi, untuk kondisi Indonesia dengan struktur umur penduduk relatif muda, angka

kematian kasar banyak dipengaruhi oleh tingkat kematian anak, terutama yang

berumur di bawah 1 tahun. Jika tidak ada indikator kematian yang lain, angka ini

berguna untuk memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk

pada suatu tahun yang bersangkutan.

Estimasi Angka Kematian Kasar (AKK) berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk

2000 – 2025 menunjukkan AKK di Provinsi Riau secara umum dapat dilihat  pada

tabel berikut:
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6. Angka Harapan Hidup (AHH)
Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani

seseorang sejak orang tersebut lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu

masyarakat yang dapat dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. AHH di suatu

wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai

oleh penduduk. Selain itu, peningkatan usia harapan hidup juga merupakan efek

keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi di wilayah

tersebut.

Data AHH berikut ini diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Badan Pusat

Statistik (BPS). AHH juga menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai

Indeks pembangunan Manusia (IPM). Selama periode tahun 2010-2016, Riau telah

berhasil meningkatkan AHH saat lahir sebesar 0,82 tahun. Selama periode tersebut,

secara rata-rata AHH Provinsi Riau tumbuh sebesar 0,19% per tahun. AHH Provinsi Riau

pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya menjadi 70,97.

Gambaran Angka Harapan Hidup di Provinsi Riau dari tahun 2012 s/d 2016 dapat dilihat

pada gambar berikut :

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia

(masyarakat/penduduk).
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IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup diukur dengan harapan hidup

pada saat lahir (Angka Harapan Hidup/AHH), tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi

antara Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan tingkat

kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan

(PPP rupiah), indeks ini merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut

diatas.

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa trend Indeks Pembangunan

Manusia Provinsi Riau selalu meningkat dari tahun 2012 hingga tahun 2016 walaupun

tidak signifikan. Saat ini, terdapat 6 kab/kota yang berstatus pembangunan manusia

“tinggi”, yaitu Kab. Pelalawan, Kab. Siak, Kab. Kampar, Kab. Bengkalis, Kota Pekanbaru,

dan Kota Dumai. Sedangkan kabupaten/kota lainnya berstatus pembangunan manusia

“sedang”.

Nilai IPM tertinggi pada tahun 2016 terdapat di Kota Pekanbaru yaitu 79.69 dengan

kategori tinggi dan yang terendah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai IPM 63.90

dengan kategori sedang. Selain itu, pada tahun 2016 terdapat 3 kab/kota yang

peningkatan IPM-nya paling tinggi yaitu: Kab. Rokan Hilir, Kota Dumai dan Kab.

Kepulauan Meranti.
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B. MORBIDITAS
1. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

a. Tuberkulosis (TB)
Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular ang disebabkan oleh infeksi bakteri

Mycobacterium Tuberculosis). Sumber penularan yaitu pasien TB BTA (bakteri tahan

asam) positif melalui percik renik dahak yang dikeluarkannya. TB dengan BTA negatif

juga masih memiliki kemungkinan menular penyakit TB meskipun dengan tingkat

penularan yang kecil.

Proporsi Pasien TB BTA positif diantara suspek
Adalah persentase pasien BTA positif yang ditemukan diantara seluruh suspek

yang diperiksa dahaknya. Angka ini menggambarkan mutu dari proses penemuan

sampai diagnosis pasien, serta kepekaan menetapkan kriteria suspek. Angka ini

sekitar 5–15%. Bila angka ini terlalu kecil (< 5%) kemungkinan disebabkan:

Penjaringan suspek terlalu longgar. Banyak orang yang tidak memenuhi kriteria suspek

atau ada masalah dalam pemeriksaan laboratorium (NPT = Negatif Palsu Tinggi). Bila

angka ini terlalu besar (> 15%) kemungkinan disebabkan: Penjaringan terlalu ketat atau

ada masalah dalam pemeriksaan laboratorium (PPT = Positif Palsu Tinggi).
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Dari grafik diatas terlihat bahwa penemuan TB BTA positif diantara suspek

keseluruhan di Provinsi Riau dari tahun 2012–2016 masih berkisar diantara 5-15%.

Maka, dapat disimpulkan bahwa penemuan kasus TB BTA positif tidak longgar dan

tidak  ketat di penjaringan suspek. Akan tetapi, pada tahun 2016 penemuan TB BTA

positif diantara suspek di Provinsi Riau mencapai 13,06% yang berarti penjaringan

suspek di Provinsi Riau sudah sesuai.

Namun bila dilihat dari Proporsi pasien TB BTA positif diantara suspek per

Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2016, ada beberapa Kabupaten yang terlalu

longgar dalam penemuan kasus TB diantara suspek seperti Kabupaten Indragiri Hulu

(19,71%), Kabupaten Rokan Hilir (19,43%), Kota Pekanbaru (18,37%) dan Kota Dumai

(15,82%). Hal ini kemungkinan disebabkan  penjaringan yang terlalu ketat atau ada

masalah dalam pemeriksaan laboratorium (positif palsu).

Berdasarkan gambar diatas, terjadi sedikit penurunan jumlah kasus baru TB BTA (+)

yang menjadi sumber penularan di masyarakat.

Angka Notifikasi Kasus (Case Notification Rate = CNR) dan Case Detection Rate
(CDR)

CNR adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru yang ditemukan dan

tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila

dikumpulkan serial, akan menggambarkan kecenderungan penemuan kasus dari tahun

ketahun di wilayah tersebut.
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Angka ini berguna untuk menunjukkan kecenderungan (trend) meningkat atau

menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut. CDR adalah persentase jumlah

pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati dibandingkan jumlah pasien baru

BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Case Detection Rate

menggambarkan cakupan penemuan pasien baru BTA positif pada wilayah tersebut.

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa CNR BTA+ pada tahun 2016 (58,15 per

100.000 penduduk) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 (68,88 per100.000

penduduk).  Sedangkan CNR seluruh kasus TB juga terjadi penurunan menjadi 86,42 per

100.000 penduduk pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 (93.00 per 100.000

penduduk).
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Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa CNR TB BTA + tahun 2016 yang

tertinggi terdapat di Kota Dumai (100%) diikuti  Kota Pekanbaru (91%) dan Kabupaten

Rokan Hilir (63,3%). Dan CNR TB BTA + yang terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir

(17,00%) diikuti Kabupaten Bengkalis (36,3%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (42,1%).

Hasil Pengobatan TB
Terdapat beberapa angka yang berkaitan dengan pengobatan TB, yaitu:

1. Angka kesembuhan atau Cure Rate yaitu angka yang menunjukkan persentase

pasien baru TB BTA + yang sembuh setelah selesai masa pengobatan dan hasil

pemeriksaan apusan dahak ulang (follow-up) dengan hasil negatif pada akhir

pengobatan dan pada satu pemeriksaan sebelumnya diantara pasien baru TB BTA

+ yang tercatat.

2. Angka pengobatan lengkap atau Complete Rate yaitu pasien yang telah

menyelesaikan pengobatan lengkap, tetapi tidak ada hasil pemeriksaan apusan

dahak ulang pada akhir pengobatan dan pada satu pemeriksaan sebelumnya.

3. Angka keberhasilan pengobatan atau Success Rate yaitu pasien yang telah sembuh

dan menyelesaikan pengobatan lengkap diantara pasien TB paru BTA (+) yang

tercatat.  Bisa dikatakan bahwa angka ini merupakan gabungan dari angka

kesembuhan dan angka pengobatan lengkap.
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Angka Success Rate pada tahun 2016 (83.74%) lebih rendah dari tahun 2015 (86,75%)

dan Tahun 2014 (87,2%) ini menunjukan bahwa angka keberhasilan pengobatan

tuberkulosis belum mencapai target strategi Dinas Kesehatan Provinsi Riau yaitu 90%.

Sedangkan untuk keberhasilan pengobatan tuberkulosis di kabupaten/kota terlihat

dari Angka Success Rate yang dicapai. Kabupaten/Kota yang melampaui target Angka

Success Rate ada 6 kabupaten/kota atau sekitar  50%, sedangkan  Angka Success Rate

TB terendah terdapat di Kota Pekanbaru (71,94%) dan Kab. Siak (81,62%).

b. Pneumonia
Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang

dapat disebabkan oleh berbagai micro organisme seperti virus, jamur dan bakteri. Di

Indonesia pneumonia merupakan penyebab kematian utama pada anak di bawah 5

tahun. Pneumonia adalah radang paru yang disebabkan oleh bakteri dengan gejala panas

tinggi disertai batuk berdahak, napas cepat (frekuensi nafas>50 kali/menit),  sesak, dan

gejala lainnya (sakit kepala, gelisah dan nafsu makan berkurang). Menurut perkiraan

secara nasional, 10% dari jumlah balita akan menderita pneumonia setiap tahunnya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu  dengan

meningkatkan penemuan pneumonia pada balita.

Sampai dengan tahun 2014, penemuan dan penganan penderita pneumonia pada

balita tidak mengalami perkembangan berarti 1 – 3%.  Dimana pada tahun 2012

penemuan dan penganan penderita pneumonia pada balita 15,9% dan mengalami

penurunan pada tahun 2016 (13,31%).
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Gambar diatas memperlihatkan kejadian batuk bukan Pneumonia pada balita jauh

lebih banyak dibandingkan kejadian Pneumonia yang proporsinya sekitar 95.93%.

Walaupun kejadian ISPA non Pneumonia atau common cold tidak dilaporkan sebagai

penyebab kematian balita, namun tetap harus diwaspadai dan diberikan pengobatan

sesuai dengan pola yang berlaku di sarana kesehatan, serta diwaspadai karena

berpotensi menjadi parah atau Pneumonia.

c. Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired mmunodeficiency
Syndrome (AIDS)

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human

Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut

menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat

mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain.
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Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus HIV mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun dengan jumlah peningkatan tertinggi antara tahun 2014-2015

sebanyak 100 kasus. Jumlah kasus AIDS juga mengalami kenaikan dari tahun 2012 dan

menurun pada tahun 2016 menjadi 294 kasus. Jumlah kematian akibat AIDS di Provinsi

pada tahun 2016 dilaporkan sebanyak 30 kasus. Mathers and Loncar (2006) menyatakan

bahwa berdasarkan proyeksi penyebab kematian penduduk dunia tahun 2030, secara

umum kematian akibat penyakit menular semakin menurun, tetapi kematian karena

HIV/AIDS terus meningkat. Seberapa besar peningkatannya, sangat tergantung pada

seberapa besar akses masyarakat terhadap obat antivirus dan seberapa besar

peningkatan upaya pencegahan penularan HIV/AIDS yang dilakukan.

Data pada gambar diatas adalah data yang dikumpulkan kumulatif dari pertama

kali ditemukan kasus tahun 1997 di Dumai sampai dengan Desember 2016, yang telah

dilaporkan sebanyak 2.403 HIV dan 1.897  AIDS. Kasus HIV/AIDS tersebut dilaporkan

oleh layanan konseling dan testing HIV di Puskesmas dan Rumah Sakit  (HA-UPK-11).

Walaupun belum optimal namun dengan semakin bertambahnya jumlah layanan KTS

mampu memberikan kontribusi terhadap upaya menyingkap fenomena gunung es tidak

saja pada populasi risiko tinggi tapi juga pada masyarakat.

Penemuan HIV di layanan konseling dan testing lebih dini sangat diharapkan agar

ODHA bisa segera mengakses perawatan dukungan dan pengobatan ARV (PDP).

Dengan demikian diharapkan angka kematian pada ODHA dapat diturunkan untuk

meningkatkan kualitas hidupnya melalui perubahan perilaku berisiko menjadi perilaku
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yang aman yang menjadi salah satu tujuan konseling individu yang dilakukan di layanan

KTS.

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa distribusi kasus HIV/AIDS dan kematian

akibat AIDS memperlihatkan kecenderungan yang sama, yaitu mayoritas terjadi pada

usia produktif. Hal ini berarti infeksi human immunodeficiency virus terjadi pada waktu

penderita berusia remaja atau 5-10 tahun sebelumnya. Jika mereka memiliki

pengetahuan yang baik tentang HIV/AIDS, seharusnya mereka bisa melindungi diri

mereka sendiri dari serangan infeksi HIV tersebut. Namun, berdasarkan rapid survey

pada tahun 2014 triwulan ke-3 tentang tingkat pengetahuan masyarakat pada usia 15-24

tahun, mereka yang memiliki tingkat pengetahuan yang komprehensif tentang HIV dan

AIDS masih sangat rendah yaitu 21%.
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Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase kumulatif kasus AIDS

menurut jenis kelamin diketahui bahwa penderita terbanyak adalah laki-laki (75,85%).

Pada awal epidemi HIV/AIDS diketahui, penyakit ini lebih banyak diidentifikasi pada laki-

laki homoseksual. Aktivitas seksual laki-laki homoseksual dituding sebagai penyebab

timbulnya HIV/AIDS, akan tetapi data saat ini menunjukkan bahwa di negara berkembang

penularan secara heteroseksual lebih banyak terjadi.

d. Diare
Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara

berkembang seperti di Indonesia, karena morbiditas dan mortalitas-nya yang masih tinggi.

Penyebab utama kematian akibat diare adalah tata laksana yang tidak tepat, baik di

rumah maupun di sarana kesehatan. Untuk  menurunkan kematian karena diare perlu

tata laksana yang cepat dan tepat.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase diare yang diobati dan

ditangani tertinggi terdapat di kab. Meranti (90%), Kab. Rokan Hilir (88%), Kab. Indragiri

Hilir (87%), dan Kota Dumai (85%). Namun, ada juga Kab/Kota yang persentase diare

yang diobati dan ditangani rendah, yaitu Kota Pekanbaru (31%) dan kab. Rokan Hulu

(47%). Kemungkinan rendahnya persentase diare diobati dan ditangani di kota

Pekanbaru disebabkan oleh kurangnya pelaporan dari fasilitas kesehatan.
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Menurut hasil Survei Morbiditas Diare yang dilakukan oleh Subdit Diare Kemenkes

RI tahun 2010, sebagian besar penderita diare tidak datang berobat ke sarana kesehatan.

Ada yang mengobati sendiri, ada yang berobat ke praktek dokter swasta, ada ke

Puskesmas, Rumah Sakit dan ada yang tidak berobat. Selain itu, berdasarkan Riset

Kesehatan Dasar 2007 menyatakan bahwa prevalensi diare lebih banyak di perdesaan

dibandingkan perkotaan.

e. Kusta
Penyakit kusta disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium leprae.

Kuman ini menular kepada manusia melalui kontak langsung dengan penderita

(keduanya harus ada lesi baik mikroskopis maupun makroskopis dan adanya kontak yang

lama dan berulang-ulang) dan melalui pernapasan, bakteri kusta ini mengalami proses

perkembangbiakan dalam waktu 2-3 minggu, pertahanan bakteri ini dalam tubuh manusia

mampu bertahan 9 hari di luar tubuh manusia kemudian kuman membelah dalam jangka

14-21 hari dengan masa inkubasi rata-rata dua hingga lima tahun bahkan juga dapat

memakan waktu lebih dari 5 tahun.

Setelah lima tahun, tanda-tanda seseorang menderita penyakit kusta mulai muncul

antara lain, kulit mengalami bercak putih, merah, rasa kesemutan bagian anggota tubuh

hingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penatalaksanaan kasus yang buruk dapat

menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit,

saraf, anggota gerak, dan mata.

Salah satu masalah yang menghambat upaya penanggulangan kusta adalah

adanya stigma yang melekat pada penyakit kusta dan orang yang mengalami kusta

bahkan keluarganya. Hal tersebut menghambat upaya orang yang pernah terkena kusta

dan keluarganya untuk menikmati kehidupan sosial yang wajar seperti individu lainnya.

Keadaan ini berdampak negatif secara psikologis bagi mereka, yang mengakibatkan self

stigma, frustrasi, bahkan upaya bunuh diri.

Dari sisi penanggulangan penyakit, stigma kusta dapat menyebabkan seseorang

yang sudah terkena kusta enggan berobat karena takut keadaannya diketahui oleh

masyarakat sekitarnya. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan berlanjutnya mata rantai

penularan kusta, timbulnya kecacatan pada yang bersangkutan, sehingga terjadilah

lingkaran setan yang tak terselesaikan.
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Dari gambar diatas menunjukkan bahwa kasus kusta baru dan jumlah kasus

tercatat pada tahun 2016 meningkat dibanding tahun sebelumnya menjadi 153 kasus dan

209 kasus. Peningkatan kasus kusta dapat terjadi karena gejala penyakit kusta tidak

selalu tampak yang mengakibatkan lambatnya penanganan penyakit. Stigma tentang

penyakit kusta juga bisa membuat seseorang enggan berobat yang menyebabkan

penyakitnya bertambah parah dan penularan penyakit tidak bisa dikendalikan.
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Jumlah kasus baru kusta tahun 2016 paling banyak terdapat di Kab. Indragiri Hilir

(61 kasus), dan jumlah kasus paling sedikit terdapat di Kab. Meranti (2 kasus). Jika

melihat kasus kusta baru yang ditemukan pada periode tertentu per 100.000 penduduk

(New Case Detection Rate /NCDR), NCDR kusta tahun 2016 sebanyak 2,35 per 100.000

penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Riau tergolong dalam low burden

untuk kasus Kusta karena penemuan kasus baru < 10 kasus per 100.000 penduduk.

NCDR Kusta per Kabupaten/ kota tidak melebihi target nasional (<5 per 100.000

penduduk) kecuali untuk Kab. Indragiri Hilir (NCDR = 8,5).

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa kasus kusta baru pada anak 0-14

tahun terdapat di Kab. Pelalawan (3 kasus), Kota Pekanbaru (3 kasus), dan Kab. Indragiri

Hilir (1 kasus). Sedangkan, di Kab/Kota lainnya tidak terdapat kasus baru kusta pada anak

0-14 tahun.

Adapun jumlah kasus kecacatan kusta tingkat 2 untuk Provinsi Riau berada di

bawah target nasional (<5%) yaitu sebesar 0,18%. Akan tetapi, kasus kecacatan tingkat

2 kusta untuk Kab. Rokan Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Siak, dan Kota Pekanbaru

melebihi target nasional dan provinsi.
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Dari gambar diatas terlihat bahwa prevalensi kasus kusta di Provinsi Riau pada

tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,23 per 10.000 penduduk dibanding tahun

sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau saat ini masih dalam kategori

daerah Low Endemik Kusta. Secara Kab/Kota, sudah tidak terdapat Kab/Kota dengan

prevalensi >1/10.000 penduduk, kecuali Kab. Indragiri Hilir (prevalensi = 1,54 per 10.000

penduduk). Angka prevalensi ini bisa saja meningkat bila survey aktif penderita dilakukan

di semua daerah karena kemungkinan besar masih banyak penderita kusta yang belum

ditemukan dan belum diobati di daerah-daerah sulit akses pelayanan kesehatan. Hal ini

perlu diperhatikan dengan serius agar upaya Eliminasi Kusta di Riau dapat terus

ditingkatkan.

Pengobatan kepada penderita kusta adalah salah satu cara pemutusan mata

rantai penularan. Tetapi, kita tidak dapat menyembuhkan kasus-kasus kusta kecuali

masyarakat mengetahui ada obat penyembuh kusta, dan mereka datang ke Puskesmas

untuk diobati. Hingga saat ini, tidak ada vaksinasi untuk penyakit kusta. Jadi faktor

pengobatan adalah amat penting dimana kusta dapat dihancurkan, sehingga penularan

dapat dicegah. Disinilah letak salah satu peranan penyuluhan kesehatan kepada

penderita untuk menganjurkan kepada penderita untuk berobat secara teratur. Dengan

demikian penting sekali agar petugas kusta memberikan penyuluhan kusta kepada setiap

orang, berisikan pengajaran bahwa:

a. Ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit kusta

b. Sekurang-kurangnya 80 % dari semua orang tidak mungkin terkena kusta
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c. Enam dari tujuh kasus kusta tidaklah menular pada orang lain

d. Kasus-kasus menular tidak akan menular setelah diobati kira-kira 6 bulan secara

teratur

e. Diagnosa dan pengobatan dini dapat mencegah sebagian besar cacat fisik

Selain itu, pentingnya sinar matahari yang masuk ke dalam rumah dan menghindari

terjadinya tempat-tempat yang lembab agar kuman kusta bisa mati.

2. PENYAKIT MENULAR BERSUMBER BINATANG
A. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan

oleh virus dengue dan ditularkan melali gigitan nyamuk dari genus aedes, terutama

Aedes aegypti atau albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat

menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan

dan perilaku masyarakat.

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah

kesehatan masyarakat yang jumlah penderitanya semakin meningkat dan

penyebarannya semakin luas. Walaupun angka kesakitan penyakit ini cenderung

meningkat dari tahun ke tahun, sebaliknya angka kematian cenderung menurun karena

semakin dini penderita mendapat penanganan oleh petugas kesehatan yang ada di

daerah–daerah. Namun DBD sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan

masyarakat di Provinsi Riau yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak,

mengingat penyakit ini sangat potensial untuk terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan

merupakan ancaman bagi masyarakat luas.

Di Provinsi Riau, jumlah kasus DBD yang dilaporkan pada tahun 2016 sebanyak

4.066 orang dan angka kematian sebanyak 39 orang  ( IR/Angka kesakitan = 62,5 per

100.000 penduduk dan CFR/Angka kematian = 0,92%). Bila dibandingkan dengan

tahun 2015 terjadi peningkatan kasus dimana IR/Angka kesehatan sebesar 51,4

per100.000 penduduk . Target Renstra Dinas Kesehatan untuk angka kesakitan DBD

tahun 2016 sebesar < 49per100.000 penduduk, dengan demikian Provinsi Riau belum

mencapai target renstra 2016. Selanjutnya gambaran angka kesakitan DBD selama

kurun waktu 2012 – 2016 dapat dilihat dari grafik dibawah ini.
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Untuk angka kesakitan DBD menurut kabupaten/kota tahun 2016 terdapat

sebanyak 6 kabupaten/kota (50%) mencapai target 2016 yaitu Kab. Indragiri Hilir, Kab.

Rokan Hilir. Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Kampar dan Kab. Indragiri Hulu.

Sedangkan Kab/Kota yang lain belum memenuhi indikator angka kesakitan Propinsi dan

Nasional. Kabupaten dengan angka kesakitan DBD tertinggi tahun 2016 yaitu Kabupaten

Bengkalis sebesar 165, Kabupaten Siak sebesar 111 dan  kabupaten Kep. Meranti 101

per100.000 penduduk. Sedangkan angka kesakitan yang terendah adalah Kabupaten

Indragiri Hilir sebesar 20,2 dan Kabupaten Rokan Hilir sebesar sebesar 25,8 diikuti

Kabupaten Pelalawan sebesar 26,8 per100.000 penduduk.
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Angka kematian/Case Fatality Rate (CFR) DBD di Provinsi Riau tahun 2016 sebesar

0,96 %, meningkat bila dibandingkan CFR tahun 2015 yaitu 0,61%, angka tersebut

sudah memenuhi target nasional  <1% . CFR DBD selama lima tahun terakhir dapat

dilihat pada grafik dibawah ini.

Kematian akibat DBD dikategorikan tinggi jika CFR >1%, dengan demikan pada

tahun 2016 terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang memiliki CFR tinggi yakni Kabupaten

Indragiri Hilir 3,1%, Kabupaten Kampar 2,30%, Kota Pekanbaru dan Kabupaten

Kepulauan Meranti masing-masing 1,1%. Pada kabupaten/kota tersebut perlu

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ,  peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga

kesehatan baik di rumah sakit dan puskesmas termasuk juga peningkatan sarana

penunjang dan penatalaksanaan bagi penderita di sarana pelayanan kesehatan.

Gambaran CFR DBD di kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2016 dapat dilihat pada

grafik dibawah ini.
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Secara keseluruhan peningkatan angka kesakitan DBD disebabkan karena

adanya iklim tidak stabil dan curah hujan cukup banyak pada musim penghujan yang

merupakan sarana perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegipty yang cukup potensial.

Selain itu juga didukung dengan tidak maksimalnya kegiatan PSN dimasyarakat.

B. Malaria
Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang

hidup dan berkembangbiak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk

malaria (Anopheles) betina, dapat menyerng semua orang baik laki-laki ataupun

perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak dan orang dewasa.

Di Provinsi Riau, hampir semua Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaksanakan

penemuan penderita malaria melalui Pasif Case Detection (pasien yang aktif mencari

pengobatan sedangkan petugas sifatnya menunggu)  dan Active Case Detection berupa

Mass Blood Survey (MBS) dan Mass Fever Survey (MFS).

Untuk mengetahui hasil kegiatan diatas dalam  penegakan kasus malaria (+) harus

melalui pemeriksaan laboratorium sehingga tidak ada lagi kasus malaria (+) berdasarkan

pemeriksaan klinis. Saat ini semua Kabupaten/Kota sudah melaksanakan diagnosa dini

melalui konfirmasi laboratorium (secara microscopis atau RDT) dan pengobatan dengan

ACT. Karena indikator utama dalam P2 Malaria adalah API, sedangkan API yang dipakai

adalah Malaria (+) konfirmasi laboratorium bukan dari angka klinis malaria sehingga

sudah menjadi keharusan Kabupaten/ Kota dapat menerapkan penemuan kasus dengan

Konfirmasi laboratorium.
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Annual Parasite Incidence (API) tertinggi

terjadi pada tahun 2012, dan menurun pada tahun berikutnya. Pada tahun 2016, API

Provinsi Riau menjadi 0,05‰. Untuk kabupaten/kota diketahui bahwa API tertinggi di

Indragiri Hulu yaitu 0,41‰ dengan jumlah 172 Sediaan Darah Positif yang diperiksa. Di

Provinsi Riau, terdapat 2 Kabupaten/Kota yang nihil kasus malaria pada tahun 2016 yaitu

Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.

Pada Tahun 2016 ini tidak ada terjadi kasus kematian akibat malaria atau CFR

Malaria nol disemua kabupaten/kota di Provinsi Riau. Karena untuk menjamin kasus

malaria tetap rendah telah dilakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kasus

supaya tidak meningkat seperti penemuan dini dan tatalaksana kasus yang tepat.

c. Filariasis
Filariasis adalah penyakit menular yang disebabkan infeksi cacing filarial yang

ditularkan melalui gigitan berbagai jenis nyamuk. Penyakit ini tersebar luas di perdesaan

dan perkotaan serta dapat menyerang semua golongan tanpa mengenal usia dan jenis

kelamin.

Program Eliminasi Filariasis menjadi prioritas nasional dengan agenda utama

melaksanakan kegiatan Filariasis untuk memutus rantai penularan Filariasis pada

penduduk di semua Kabupaten/Kota Endemis Filariasis dan seluruh penderita Filariasis

dapat menjangkau pelayanan kesehatan yang memadai.
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Jumlah kasus Filariasis dan angka kesakitannya pada tahun 2016 menurun

dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, jumlah seluruh kasus filariasis  yaitu

sebanyak 269 penderita dengan angka kesakitan 4,24. Sedangkan pada tahun 2016,

jumlah kasus filariasis sebanyak  231 orang dan angka kesakitannya 3,6. Bila dilihat dari

penyebaran kasus Filariasis menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat dari gambar diatas,

dimana kasus terbanyak terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 67 kasus,

Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 47 kasus diikuti Kabupaten Kep. Meranti sebanyak

45 kasus. Dan ada lima kabupaten/kota yang tidak ditemui kasus filariasis yakni

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis , Kota Peknbaru dan Kota Dumai.

Di Provinsi Riau terdapat 2 Kabupaten/Kota yang tidak endemis Filariasis yaitu Kota

Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hulu. Tetapi kedua Kabupaten Kota non endemis

Filariasis tersebut diapit oleh 10 Kabupaten endemis Filariasis. Oleh karena itu dilakukan

kembali Survey Darah Jari untuk melihat mikrofilaria rate di kedua Kabupaten/Kota

tersebut.

3. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)
a. Difteri

Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae

yang sudah menjadi masalah kesehatan sejak lama dan bisa mengakibatkan komplikasi

dan kematian. Difteri merupakan penyakit saluran pernapasan atas yang ditandai dengan
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sakit tenggorokan, demam rendah, dan membran putih abu-abu. Penyebarannya adalah

melalui kontak fisik (bahan eksudat dari lesi di kulit) dan pernafasan dengan daya

penularan yang sangat tinggi.

Kasus difteri pada tahun 2016 meningkat cukup tajam dibanding tahun

sebelumnya. Kasus terbanyak terdapat di Kab. Bengkalis yaitu sebanyak 7 kasus. Di Kab.

Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru juga terdapat 1 kasus difteri. Sedangkan di kab/kota lain

tidak terdapat kasus filariasis sama sekali. Penyakit difteri dapat dicegah dengan program

imunisasi sesuai dengan Pengembangan Program Imunisasi.

b. Tetanus neonatorum (TN)
Tetanus neonatorum adalah penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani

yang menghasilkan neurotoksin. Di negara sedang berkembang seperti Indonesia,

insiden dan angka kematian dari penyakit tetanus masih cukup tinggi. Penyakit ini tidak

menyebar dari orang ke orang, tetapi melalui kotoran yang masuk ke dalam luka yang

dalam.

Tetanus adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Implementasi

imunisasi tetanus secara global telah menjadi target WHO sejak tahun 1974. Sayangnya

imunitas terhadap tetanus tidak berlangsung seumur hidup dan dibutuhkan injeksi booster

jika seseorang mengalami luka yang rentan terinfeksi tetanus. Akses program imunisasi

yang buruk dilaporkan menyebabkan tingginya prevalensi penyakit ini di negara sedang

berkembang. Oleh karena itu, tetanus masih merupakan masalah kesehatan. Akhir–akhir

ini dengan adanya penyebarluasan program imunisasi di seluruh dunia, maka angka

kesakitan dan angka kematian telah menurun secara drastis.

Pada tahun 2016 terdapat 2 kasus  tetanus di Provinsi Riau, tepatnya di Kab.

Kuantan Singingi. Sedangkan di Kab/Kota lain tidak terdapat kasus Tetanus neonatorum

sama sekali.

c. Acute Flacid Paralysis (AFP) Non Polio
Poliomyelitis adalah penyakit menular disebabkan oleh infeksi virus polio, terutama

menyerang pada anak-anak dapat menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Virus polio

telah menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tahun 1988, WHO mencanangkan

dunia bebas polio pada tahun 2000, akan tetapi sampai saat ini secara global dunia belum

bisa bebas polio karena banyak negara yang masih mempunyai kasus poliomyelitis.
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Pencegahan dan pemberantasan virus polio sebenarnya sangat mudah karena

sudah ada vaksin yang sangat bagus dan efektif yaitu vaksin polio oral (OPV) dan vaksin

polio inaktif (IPV), dan hanya manusia satu-satunya reservoire untuk penyebaran virus

polio. Penyebaran virus polio melalui fecal-oral. Anak yang terinfeksi virus polio

mengekskresi virus polio melalui feces selama 14 hari, tetapi dapat juga ditemukan

sampai 30 hari meskipun kemungkinannya sangat kecil.

OPV biasa digunakan di negara berkembang karena harganya terjangkau dan

mudah pemberiannya, sedangkan IPV biasa digunakan di negara maju karena

efektivitasnya tinggi, tidak menimbulkan masalah kelumpuhan pada penerima vaksin

(VAPP = Vaccine Associated Paralytic Poliomyelitis).

AFP merupakan kondisi abnormal ketika seseorang mengalami penurunan

kekuatan otot tanpa penyebab yang jelas kemudian berakibat pada kelumpuhan.

Sedangkan Non Polio AFP adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus Polio

sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus Polio.

Angka AFP Rate non polio pada tahun 2016 semakin menurun dibanding tahun

2015. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit kasus AFP yang ditemukan pada tahun

2016. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa AFP rate non polio Provinsi Riau tahun

2016 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan baik secara propinsi maupun nasional

dimana AFP rate non polio tidak sampai 2 kasus per 100.000 penduduk.
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Gambar diatas menunjukkan bahwa Kabupaten yang AFP Rate Non polio-nya di atas 2

kasus per 100.000 penduduk yaitu Kab. Meranti (2,7 per 100.000 penduduk) dan Kab.

Pelalawan (2,17 per 100.000 penduduk).

4. PENYAKIT TIDAK MENULAR
Indonesia saat ini berada dalam masa transisi epidemiologi, dimana dalam upaya

pembangunan di bidang kesehatan menghadapi beban ganda penyakit. Satu pihak masih

banyak penyakit infeksi/penyakit menular (malaria, demam berdarah dengue,

leptospirosis, tuberkulosis, diare, dan lain-lain) yang harus ditangani, di lain pihak semakin

meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) yang segera membutuhkan perhatian.

Pentingnya penanggulangan penyakit tidak menular (PTM) kini telah menjadi perhatian

serius bagi dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan digunakannya PTM sebagai salah satu

target yang harus dicapai dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Pada tujuan SDGs ke-3, target 3.4. yaitu “Pada tahun 2030, mengurangi hingga

sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan

pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan”.

Indikator yang berkaitan dengan target 3.4. tersebut, antara lain:

1. Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun

2. Prevalensi tekanan darah tinggi
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3. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun

4. Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks

dan payudara

5. Angka kematian dari percobaan bunuh diri

Penyakit tidak menular (PTM) juga dikenal sebagai penyakit kronis, tidak

ditularkan dari orang ke orang. Mereka memiliki durasi panjang dan umumnya

berkembang lambat. Empat jenis utama penyakit tidak menular adalah penyakit

kardiovaskular (seperti serangan jantung dan stroke), kanker, penyakit pernapasan kronis

(seperti penyakit paru obstruktif kronis dan asma) dan diabetes melitus (DM). Laporan

dari WHO menunjukkan bahwa PTM sejauh ini merupakan penyebab utama kematian di

dunia, yang mewakili 63% dari semua kematian tahunan. PTM membunuh lebih dari 36

juta orang setiap tahun. Sekitar 80% dari semua kematian PTM terjadi di negara

berpenghasilan rendah dan menengah.

Faktor risiko PTM adalah suatu kondisi yang secara potensial berbahaya dan

dapat memicu terjadinya PTM pada seseorang atau kelompok tertentu. Faktor risiko yang

dimaksud antara lain kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat dan tidak seimbang,

merokok, konsumsi alkohol, obesitas, Hyperglikemia, Hipertensi, Hiperkolesterol, dan

perilaku yang berkaitan dengan kecelakaan dan cedera, misalnya perilaku berlalu lintas

yang tidak benar.

Penyakit kanker sebagai salah satu jenis PTM merupakan salah satu penyebab

kematian utama di seluruh dunia. Pada tahun 2012, sekitar 8,2 juta kematian disebabkan

oleh kanker. Kanker paru, hati, perut, kolorektal, dan kanker payudara adalah penyebab

terbesar kematian akibat kanker setiap tahunnya.

Lebih dari 30% dari kematian akibat kanker disebabkan oleh lima faktor risiko perilaku

dan pola makan, yaitu:

(1) Indeks massa tubuh tinggi,

(2) Kurang konsumsi buah dan sayur,

(3) Kurang aktivitas fisik,

(4) Penggunaan rokok, dan

(5) Konsumsi alkohol berlebihan.
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Berdasarkan data dari situs departemen kesehatan RI, penyakit kanker serviks

dan payudara merupakan penyakit kanker dengan prevalensi tertinggi di Indonesia pada

tahun 2013, yaitu kanker serviks sebesar 0,8‰ dan kanker payudara sebesar 0,5‰.

Gambar diatas menunjukkan cakupan deteksi dini penyakit kanker serviks dan

kanker payudara yang dilakukan pada perempuan usia 30-50 tahun pada tahun 2016. Di

Propinsi Riau, target capaian cakupan deteksi dini kanker serviks dan payudara pada

tahun 2016 yaitu sebesar 20%. Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa tidak ada kab/kota

yang berhasil mencapai target tersebut. Untuk provinsi Riau sendiri, capaian cakupan

deteksi dini kanker serviks dan payudara sebesar 1,1%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa cakupan deteksi dini penyakit kanker serviks dan

kanker payudara di Provinsi Riau masih rendah. Deteksi dini hanya dilaksanakan jika

sudah terjadi kasus yang menyebabkan terlambatnya penanganan kasus kanker serviks

dan kanker payudara. Diharapkan deteksi dini bisa menjadi suatu kegiatan rutin agar

fungsi deteksi dini bisa berjalan.

Deteksi dini penyakit kanker serviks dilakukan dengan pemeriksaan IVA (Inspeksi

Visual dengan Asam asetat), sedangkan pemeriksaan kanker payudara dengan

menggunakan metode CBE (Clinical Breast Examination) atau pemeriksaan payudara

secara manual oleh tenaga kesehatan terlatih yang dapat dilakukan di puskesmas dan

jaringannya, di dalam maupun di luar gedung.
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Dari jumlah penyakit kanker serviks yang diperiksa, dapat dilihat bahwa Kab. Rokan Hilir

merupakan kabupaten dengan hasil IVA positif tertinggi, yaitu sebesar 10,94%. Artinya,

10,94% dari jumlah perempuan usia 30-50 tahun yang diperiksa di Kab. Rokan Hilir positif

menderita kanker payudara. Kabupaten dengan hasil IVA test terendah yaitu Kab.

Kuantan Singingi Kab. Siak, dan Kab. Meranti dimana hasil IVA positif nya 0 atau tidak

ada yang positif kanker dari semua perempuan yang diperiksa.
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Gambar diatas menunjukkan adanya benjolan tidak normal pada payudara saat

pemeriksaan klinis payudara oleh petugas kesehatan terlatih (Clinical Breast

Examination / CBE) dari semua perempuan usia 30-50 tahun yang diperiksa di

Kab/Kota. Dari gambar tersebut bisa diketahui bahwa hanya ada 4 kab/kota yang

penduduknya tidak terdapat tumor/benjolan dari hasil CBE, yaitu  Kab. Kuantan

Singingi, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Siak, dan Kab. Meranti.  Kab/Kota dengan persentase

ditemukan tumor/benjolan terbanyak yaitu Kab. Rokan Hilir (9,38%) dan Kota Dumai

(7,38%).

5. KEJADIAN LUAR BIASA

Kejadian luar biasa (KLB) di Indonesia masih cukup menjadi perhatian dunia

kesehatan. Hal ini dikarenakan oleh tingginya angka KLB menjadi salah satu indikator

kesuksesan upaya preventif bidang kesehatan dalam bidang surveillans epidemiologi.

Apabila KLB terjadi di suatu daerah, maka tim surveillans epidemiologi harus cepat

melaksanakan penyelidikan epidemiologi (PE) guna untuk mencegah distribusi

penyakit. Salah satu penyakit potensial wabah yang masih terus meningkat

kejadiannya adalah DBD.
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Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah penderita kejadian potensi KLB terbanyak

di Provinsi Riau yaitu pada kejadian Campak (514 orang). Sedangkan kejadian dengan

jumlah sedikit yaitu: Tetanus (1 kasus).

Gambar diatas menunjukkan bahwa Attack Rate tertinggi terdapat pada kejadian

Chikungunya (9.8%). Sedangkan CFR tertinggi terdapat pada kejadian rabies dengan

CFR 100% dimana dari 1 penderita yang ada akhirnya meninggal.
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Target propinsi Riau untuk krisis kesehatan termasuk KLB yang dilakukan

penanggulangan < 24 jam di Propinsi Riau yaitu 100%. Tetapi pada gambar diatas

dapat dilihat bahwa kab/kota yang berhasil mencapai target tersebut hanya ada 4

kab/kota: Kab. Kota Dumai, Kab. Rokan Hulu, Kab. Indragiri Hilir dan Kab. Kuantan

Singingi. Terdapat satu kabupaten yang tidak terdapat KLB yaitu Kab. Rokan Hilir.

Persentase capaian KLB yang dilakukan penanggulangan < 24 jam dengan nilai

paling rendah terdapat di Kabupaten Bengkalis dan Meranti (50%).

C. STATUS GIZI MASYARAKAT
Status gizi masyarakat dapat diukur melalui indikator-indikator, antara lain bayi

dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi balita, anemia gizi besi pada

ibu dan pekerja wanita, serta Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Status

gizi balita merupakan salah satu indikator SDG’s yang perlu mendapatkan perhatian

dan akan banyak dibahas (di samping BBLR) pada sub bagian berikut ini.

1. Persentase Berat Bayi Lahir Rendah
Berat badan lahir bayi adalah berat badan bayi yang ditimbang dalam waktu

satu jam pertama setelah lahir. Bayi yang beratnya saat lahir kurang dari 2500 gram

disebut Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). BBLR tidak hanya dapat terjadi pada bayi

prematur, tapi juga pada bayi cukup bulan yang mengalami hambatan pertumbuhan

selama kehamilan.
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Di Propinsi Riau Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) rata-rata dibawah 2%. Pada

tahu 2016 Bayi BBLR adalah sebesar 0,7% meningkat dibandingkan pada tahun

2015 sebesar 0,1%.  Jika dilihat berdasarkan Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan RI tahun 2015-2019, maka jumlah kejadian BBLR di Provinsi Riau berada

dibawah target yang telah ditetapkan (<8%). beberapa kab/kota terdapat Bayi BBLR

nya cukup tinggi antara lain: Kabupaten Siak (1,8%), Kota Dumai (1,7%), Kabupaten

Kuantan Singingi (1,2%) serta Kabupaten Rokan Hulu dan Kab. Bengkalis masing-

masing 1,1%.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa

semakin tinggi pendidikan dan kuintil indeks kepemilikan, semakin rendah prevalensi

BBLR. Sedangkan menurut jenis pekerjaan, persentase BBLR tertinggi pada anak

balita dengan kepala rumah tangga yang tidak bekerja (11,6%), sedangkan

persentase terendah pada kelompok pekerjaan pegawai (8,3%). Persentase BBLR

di perdesaan (11,2%) lebih tinggi daripada di perkotaan (9,4%).

2. Status Gizi Balita
Balita membutuhkan zat gizi yang seimbang agar status gizinya baik, serta

proses pertumbuhan tidak terhambat karena balita merupakan kelompok umur yang

paling sering menderita akibat kekurangan gizi. Status gizi balita merupakan salah

satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Status gizi balita dapat diukur secara antropometri. lndeks antropometri yang

sering digunakan, yaitu : berat badan terhadap umur (BB/U), tinggi badan terhadap

umur (TB/U) dan berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB). Tetapi indeks BB/U

merupakan indikator yang paling umum digunakan karena mempunyai  kelebihan

yaitu lebih mudah dan lebih cepat dimengerti, baik untuk mengatur status gizi akut

dan kronis, berat badan dapat berfluktuasi, sangat  sensitif terhadap perubahan-

perubahan kecil, dan dapat mendeteksi kegemukan (over weight).

Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi Balita Provinsi Riau Tahun 2016

diperoleh prevalensi status gizi buruk 1,1%, meningkat sedikit dibandingkan dengan

hasil PSG tahun 2015, yaitu 1,03%.
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Prevalensi status gizi kurang tahun 2016 adalah 7,9%, terjadi peningkatan dari 7.7%

hasil PSG tahun 2015, kemudian balita bergizi baik 88,2%, sedangkan balita dengan

status balita gizi lebih 2,1%.

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa prevalensi gizi buruk balita di Provinsi

Riau pada tahun 2016 (1,1%) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya

(1,03%). Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Provinsi Riau pada tahun 2016, diketahui bahwa prevalensi gizi buruk balita tahun 2016

berada dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 1,3%.
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Sedangkan gambaran status gizi buruk di kabupaten/kota pada tahun 2016 dapat

dilihat dari grafik diatas, dari 12 kabupaten/kota masih terdapat 2 kabupaten/kota  yang

status gizi buruknya di atas target 1,3%, yakni Kabupaten Kuantan Singingi  1,9% dan

Kabupaten Indragiri Hulu (2,9%). Dan Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai

merupakan daerah yang prevalensi gizi buruknya paling rendah masing-masing 2,0%.

Diikuti Kabupaten Kep. Meranti sebesar 0,4% dan kabupaten Kampar sebesar 0,6%.

Dari gambar diatas, dapat dilihat jika prevalensi gizi kurang juga mengalami

peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, prevalensi gizi kurang

meningkat 0,2% dibanding tahun sebelumnya. Akan tetapi, prevalensi gizi kurang

tersebut masih berada dibawah target propinsi pada tahun 2015 yaitu sebesar 8,7%.
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Dan untuk gambaran prevalensi gizi kurang di kabupaten/kota di Provinsi Riau

pada Tahun 2016 ada sekitar 7 kabupaten/kota atau 50 % kabupaten/kota prevalensi

kurang sudah dibawah target yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Riau. Dan Kabupaten Rokan Hulu merupakan Kabupaten yang prevalensi gizi kurangnya

paling rendah yakni 2,4% dan diikuti Kota Dumai 2,5%, Kabupaten Pelalawan 6,%.

Sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan prevalensi gizi kurang yang tertinggi

yakni sebesar 10,4 % diikuti oleh Kabupaten Kampar 10% dan Kabupaten Indragiri Hulu

9,8%.

Secara umum faktor-faktor yang menentukan status gizi balita adalah konsumsi

makanan yang tidak mencukupi kebutuhan sehingga tubuh kekurangan zat gizi, keadaan

kesehatan, pengetahuan orang tua tentang kesehatan, tingkat pendidikan, pemberian

ASI, kondisi sosial ekonomi, pada konsumsi keluarga, faktor sosial keadaan penduduk,

paritas, umur, jenis kelamin, dan pelayanan kesehatan.

* * *
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BAB IV
SITUASI UPAYA KESEHATAN

Secara umum upaya kesehatan terdiri atas dua unsur utama, yaitu upaya

kesehatan masyarakat  dan upaya kesehatan perorangan. Upaya kesehatan masyarakat

adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta

swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan

menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. Upaya kesehatan

masyarakat mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan,

pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan

lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan jiwa,

pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan penggunaan zat aditif

dalam makanan dan minuman, pengamanan narkotika, psikotropika, zat aditif dan bahan

berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.

Upaya kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah dan atau masyarakat  serta swasta  untuk memelihara dan meningkatkan

kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan

perorangan. Upaya kesehatan perorangan mencakup upaya-upaya promosi kesehatan,

pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pembatasan dan

pemulihan kecacatan yang ditujukan terhadap perorangan. Berikut ini diuraikan upaya

kesehatan yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir, khususnya pada tahun 2016.

A. PELAYANAN KESEHATAN
Salah  satu komponen penting dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat

adalah pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan tepat

dan cepat diharapkan dapat mengatasi sebagian besar masalah kesehatan masyarakat.

Pada uraian berikut dijelaskan jenis pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan

di Provinsi Riau.
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1. PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA
Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan

bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang

aman, bermutu dan terjangkau. Selain itu, Menteri Kesehatan telah menetapkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang  menyatakan bahwa SPM Bidang Kesehatan

merupakan acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan

pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Warga negara yang dimaksud meliputi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir,

balita, anak  pada usia pendidikan dasar, warga negara usia 15 s/d 59 tahun dan usia

60 tahun keatas.

Salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) juga telah

ditetapkan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan

seluruh penduduk semua usia. Salah satu indikator untuk mencapai tujuan tersebut

yaitu penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Angka

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) juga merupakan indikator

keberhasilan pembangunan daerah, khususnya pembangunan kesehatan. Indikator ini

juga digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Untuk melihat kinerja kesehatan ibu dan anak, maka

perlu untuk melihat secara keseluruhan indikator kesehatan ibu dan anak, yaitu:

1.1. Pelayanan Kesehatan Ibu
a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan

antenatal sekurang-kurangnya empat kali selama masa kehamilan, dengan distribusi

waktu minimal satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), satu kali

pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan dua kali pada trimester ketiga

(usia kehamilan 24 minggu sampai persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut

dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan/atau janin berupa

deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Pelayanan Antenatal merupakan perawatan atau asuhan yang diberikan kepada ibu

hamil sebelum kelahiran yang ebrguna untuk memfasilitasi hasil yang sehat dan positif

bagi ibu hamil maupun bayinya dengan menegakkan hubungan kepercayaan dengan
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ibu, mendeteksi komplikasi yang dapat mengancam jiwa, dan memberikan pendidikan

kesehatan.

Pelayanan antenatal yang dilakukan diupayakan memenuhi standar kualitas, yaitu:

1) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan;

2) Pengukuran tekanan darah;

3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA);

4) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);

5) Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid

sesuai status imunisasi;

6) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet besi selama kehamilan;

7) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ);

8) Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling,

termasuk keluarga berencana);

9) Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb),

pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah

dilakukan sebelumnya); dan

10) Tatalaksana kasus.

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil (Antenatal Care / ANC) dapat dinilai

dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu

hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan

dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu

tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh

pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang

dianjurkan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun

waktu satu tahun.

Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu

hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga

kesehatan. Gambaran kecenderungan Cakupan K1 dan Cakupan K4 dari tahun 2012 sampai

dengan tahun 2016 bisa dilihat pada gambar dibawah ini.
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Suatu pelayanan yang berkualitas dapat dilihat diantaranya dari cakupan akses

pelayanan antenatal kunjungan pertama (K1). Pada gambar diatas terlihat bahwa secara

umum cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4 tahun 2016 mengalami

penurunan dibanding tahun sebelumnya. Cakupan K1 dan K4 tersebut menunjukkan

gambaran akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan

oleh tenaga kesehatan. Penurunan tersebut bisa disebabkan oleh faktor instrinsik ibu

(pengetahuan, umur, dan pendidikan) dan faktor ekstrinsik (paritas, pendapatan suami,

keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan, serta peranan petugas kesehatan). Selain

itu, ketatnya penentuan kriteria K1 dan K4 saat ini sesuai dengan definisi operasional K1

dan K4 menjadi salah satu penyebab rendahnya cakupan pelayanan K1 dan K4 di

Provinsi Riau tahun 2016.

Rendahnya cakupan K4 dibanding cakupan K1 juga menjadi petunjuk bahwa

terdapat drop out K1-K4 sebanyak 5% pada tahun 2016. Artinya, masih ada 5% ibu hamil

yang tidak mendapat pelayanan K4. Batas tertinggi untuk DO K1 – K4 adalah 10%.

Apabila DO K1 – K4 lebih dari 10 % maka perlu adanya penelusuran dan intervensi lebih

lanjut. Secara Provinsi, cakupan pelayanan kesehatan K4 pada tahun 2016 belum

mencapai target Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebesar 95%. Meski demikian,

terdapat 1 (satu) kabupaten yang sudah mencapai target tersebut, yakni Kabupaten Siak.

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil K4 pada tahun 2016 dari masing-masing

kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar berikut.
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Data cakupan K4 menurut distribusi kabupaten/kota menunjukkan adanya

kesenjangan cakupan antar kabupaten/kota dengan capaian tertinggi terdapat di

Kabupaten Siak sebesar 96,5%, diikuti oleh Kabupaten Pelalawan sebesar 91,1% dan

Kabupaten Kampar sebesar 89,6%. Sedangkan kabupaten/kota dengan capaian

terendah adalah Kabupaten Bengkalis sebesar 65,8%, diikuti oleh Kabupaten Rokan

Hilir sebesar 68,5%, dan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 70,4%.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Kementerian

Kesehatan untuk semakin mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas

kepada masyarakat hingga ke pelosok desa, termasuk untuk meningkatkan cakupan

pelayanan antenatal.

Upaya meningkatkan cakupan K4 juga makin diperkuat dengan telah

dikembangkannya Kelas Ibu Hamil. Kelas Ibu Hamil akan meningkatkan demand

creation di kalangan ibu hamil dan keluarganya, dengan meningkatkan pengetahuan,

sikap, dan perilaku ibu hamil dan keluarganya dalam memperoleh pelayanan kesehatan

ibu secara paripurna. Dan semakin kuatnya kerja sama dan sinergi berbagai program

yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk sektor

swasta diharapkan mampu mendorong tercapainya target cakupan K4.
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Pemberian tablet Fe selama kehamilan merupakan salah satu standar kualitas

pelayanan Antenatal Care (ANC). Dimana jumlah suplemen zat besi yang diberikan

selama kehamilan ialah sebanyak 90 tablet (Fe3). Zat besi merupakan mineral yang

dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel darah merah (hemoglobin). Selain digunakan

untuk pembentukan sel darah merah, zat besi juga berperan sebagai salah satu

komponen dalam membentuk mioglobin (protein yang membawa oksigen ke otot),

kolagen (protein yang terdapat pada tulang, tulang rawan, dan jaringan penyambung),

serta enzim. Zat besi juga berfungsi dalam sistem pertahanan tubuh.

Pada ibu hamil, zat besi memiliki peranan yang cukup penting untuk pertumbuhan

janin. Selama hamil, asupan zat besi harus ditambah mengingat selama kehamilan,

volume darah pada tubuh ibu meningkat. Sehingga, untuk dapat tetap memenuhi

kebutuhan ibu dan menyuplai makanan serta oksigen pada janin melalui plasenta,

dibutuhkan asupan zat besi yang lebih banyak.

Asupan zat besi yang diberikan oleh ibu hamil kepada janinnya melalui plasenta

akan digunakan janin untuk kebutuhan tumbuh kembangnya, termasuk untuk

perkembangan otaknya, sekaligus menyimpannya dalam hati sebagai cadangan hingga

bayi berusia 6 bulan. Selain itu, zat besi juga membantu dalam mempercepat proses

penyembuhan luka khususnya luka yang timbul dalam proses persalinan.
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Kekurangan zat besi sejak sebelum kehamilan bila tidak diatasi dapat

mengakibatkan ibu hamil menderita anemia. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko

kematian pada saat melahirkan, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, janin

dan ibu mudah terkena infeksi, keguguran, dan meningkatkan risiko bayi lahir prematur.

Ibu hamil yang tercatat sebagai cakupan dalam pemeriksaan K4, seharusnya juga

tercatat dalam laporan pemberian Fe3. Adanya keterpaduan pencatatan ini akan

menghasilkan cakupan K4 dan cakupan pemberian Fe3 yang tidak berbeda jauh.

Dari gambar diatas dapat dilihat jumlah cakupan kunjungan K4, persalinan

ditolong tenaga kesehatan dan ibu hamil  yang mendapat Fe3 di Provinsi Riau tahun

2012-2016. Namun, jumlah cakupan pelayanan K4 yang tinggi tidak berbanding lurus

dengan cakupan Fe3. Hal tersebut bisa disebabkan oleh pelayanan pemberian tablet Fe

pada ibu hamil belum terlaporkan seluruhnya, dan terjadinya kekeliruan dalam pencatatan

serta pelaporan Fe3. Sehingga perlu peningkatan koordinasi lintas program agar semua

pelayanan pada ibu hamil terlaporkan dengan baik. Selain itu, ketersediaan tablet Fe di

fasilitas pelayanan juga harus memadai sehingga bisa mencukupi untuk semua ibu hamil

yang datang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Persentase ibu hamil yang

mendapat 90 tablet besi (Fe3) di kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2016 bisa

dilihat pada tabel berikut:
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Cakupan pemberian tablet Fe3 di Provinsi Riau pada tahun 2016 sebesar

66,49%, cakupan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 (88,7%). Jika

dibandingkan dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau, cakupan

pemberian tablet Fe3 tahun 2016 berada jauh dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu

90%. Kabupaten yang cakupan Fe3-nya diatas target hanya Kabupaten Siak (96,18%).

Sedangkan Kabupaten/Kota dengan persentase terendah yaitu Kabupaten Rokan Hilir

(5,30%), Kabupaten Indragiri Hilir (49,65%) dan Kabupaten Bengkalis (65,94%).

Rendahnya persentase bumil yang mendapat tablet Fe3 di Kabupaten/Kota disebabkan

oleh karena ketersediaan tablet besi di fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang

memadai.

Selama lima tahun terakhir ini persentase ibu hamil yang mendapat Fe3 tidak stabil.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Efektivitas upaya pemberian tablet besi juga sangat bergantung pada seberapa

besar kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet besi yang diberikan. Cakupan

pemberian tablet besi yang tinggi tidak bisa berdampak pada penurunan anemia besi jika

kepatuhan ibu hamil dalam menelan tablet besi masih rendah. Upaya yang bisa dilakukan

dalam mencapai target pemberian 90 tablet Fe yaitu meningkatkan kerjasama Dinas

Kesehatan dengan rumah sakit dan Bidan Praktek Mandiri (BPM) dalam pemberian Fe

serta meningkatkan promosi tentang pentingnya Fe.
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Diperlukan juga pendampingan ibu hamil oleh kader untuk mengingatkan agar meminum

tablet Fe sesuai prosedur dan tablet tersebut benar-benar diminum oleh ibu hamil untuk

mencegah terjadinya anemia ibu hamil yang berdampak pada kematian ibu.

Selain pemberian tablet Fe, hal lain yang bisa dilakukan sebagai upaya

pencegahan kematian ibu yaitu imunisasi Tetanus Toxoid (TT). Ibu hamil juga merupakan

populasi yang rentan terhadap infeksi penyakit menular, oleh karena itu program

imunisasi juga ditujukan bagi kelompok ini. Salah satu penyakit menular yang dapat

berakibat fatal dan berkontribusi terhadap kematian ibu dan kematian anak adalah

Tetanus Maternal dan Neonatal.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan berkomitmen terhadap

program Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (Maternal and Neonatal Tetanus

Elimination atau MNTE). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan status eliminasi

Tetanus Maternal dan Neonatal jika terdapat kurang dari satu kasus tetanus neonatal per

1.000 kelahiran hidup di setiap kabupaten di suatu negara. Maternal and Neonatal

Tetanus Elimination (MNTE) merupakan program eliminasi tetanus pada neonatal dan

wanita usia subur termasuk ibu hamil.

Strategi yang dilakukan untuk mengeliminasi tetanus neonatorum dan maternal adalah :

1. pertolongan persalinan yang aman dan bersih;

2. cakupan imunisasi rutin TT yang tinggi dan merata;

3. penyelenggaraan surveilans Tetanus Neonatorum.

Cakupan imunisasi TT2+ (ibu hamil yang telah mempunyai status imunisasi T2

sampai T5) pada ibu hamil di Provinsi Riau pada tahun 2016 sebesar 59,5%, lebih tinggi

dibandingkan cakupan TT2+ di Provinsi Riau pada tahun 2015 (52,1%). Gambaran

cakupan imunisasi TT2+ untuk ibu hamil menurut kabupaten/kota disajikan pada gambar

di bawah.
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Pada gambar dapat diketahui bahwa pada tahun 2016, kabupaten/kota dengan cakupan

imunisasi tertinggi adalah Kabupaten Kuantan Singingi (89,91%), Kota Pekanbaru

(87,18%), diikuti oleh Kabupaten Siak (83,82%). Sedangkan cakupan terendah terdapat

di Kabupaten Bengkalis (24,53%), Kabupaten Rokan Hilir (36,35%), dan Kota Dumai

(46,91%). Kuantan Singingi sebesar 13,9%, diikuti oleh Kabupaten Rokan Hilir sebesar

32,9%, dan Kabupaten Indragiri Hulu  sebesar 34%.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa upaya pencegahan tetanus neonatorum

dengan pemberian imunisasi TT pada  ibu hamil melalui kegiatan rutin belum

menunjukkan hasil yang efektif, disebabkan cakupan imunisasi tersebut belum mencapai

100%. Hal-hal yang bisa menyebabkan rendahnya cakupan imunisasi TT2+ diantaranya

adalah kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya imunisasi TT2+, waktu

pelayanan imunisasi, stok vaksin, petugas pelaksana imunisasi, kerjasama lintas sektor,

pencatatan dan pelaporan serta pemantauan wilayah setempat.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar

setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan

dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas

pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang

dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan.
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Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase

persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan

tingkat kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas

yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

Secara umum cakupan di Provinsi Riau mengalami penurunan dibandingkan

tahun sebelumnya. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi

Riau  pada tahun 2016 yaitu sebesar 83,13% dimana angka ini belum dapat memenuhi

target Provinsi Riau tahun 2016 yakni sebesar 90%. Capaian indikator ini dalam kurun

waktu 5 tahun terakhir belum stabil, yaitu dari 89,9% pada tahun 2012 turun menjadi 78%

pada tahun 2013 dan naik lagi pada tahun berikutnya.

Sedangkan capaian persalinan oleh tenaga kesehatan di kabupaten/kota hanya

terdapat 4 Kabupaten/kota dengan capaian melebihi target Renstra Dinas Kesehatan

Provinsi Riau tahun 2016 sebesar 90%, yakni Kabupaten Bengkalis (98,8%), Kabupaten

Kampar (96,2%), Kabupaten Meranti (90,5%), dan Kabupaten Siak (90,1%). Sedangkan

8 Kabupaten/kota lainnya memiliki capaian di bawah Renstra 2016. Hasil dari pencapaian

persalinan ditolong tenaga kesehatan ini menjadi permasalahan dikarenakan adanya

pencatatan dan pelaporan yang under reporting, pemahaman definisi operasional yang

belum sempurna, juga partisipasi dari pelayanan swasta atau rumah sakit khususnya di

Kota Pekanbaru dalam memberikan laporan persalinan.
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Kemudian bila dilihat dari analisis kematian ibu yang dilakukan Kementerian

Kesehatan RI (Dir. Bina Kesehatan Ibu) tahun 2010 membuktikan bahwa kematian

ibu terkait erat dengan penolong persalinan dan tempat/fasilitas persalinan.

Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya

risiko kematian ibu. Demikian pula dengan tempat/fasilitas, jika persalinan dilakukan

di fasilitas pelayanan kesehatan, juga akan menekan risiko kematian ibu.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan tetap konsisten dalam menerapkan

kebijakan bahwa seluruh persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan dan

didorong untuk dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kebijakan pembangunan

puskesmas harus satu paket dengan rumah dinas tenaga kesehatan.

Demikian pula dengan pembangunan poskesdes yang harus bisa sekaligus

menjadi rumah tinggal bagi bidan di desa. Dengan disediakan rumah tinggal, maka

tenaga kesehatan termasuk bidan akan siaga di tempat tugasnya dan dapat

memberikan pertolongan persalinan setiap saat. Dan yang terpenting juga

diperhatikan adalah ketersediaan sarana prasarana utk mendukung persalinan di

fasilitas kesehatan.

Untuk daerah dengan akses sulit atau ibu hamil yang di daerah tempat

tinggalnya tidak ada bidan atau jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, maka

menjelang hari taksiran persalinan diupayakan sudah berada di dekat fasilitas

pelayanan kesehatan, yaitu di Rumah Tunggu Kelahiran. Rumah Tunggu Kelahiran

tersebut dapat berupa rumah tunggu khusus yang dikembangkan melalui

pemberdayaan masyarakat maupun di rumah sanak saudara yang letak rumahnya

berdekatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Gambaran mengenai persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di fasilitas

pelayanan kesehatan menurut kabupaten/kota pada tahun 2016 dapat dilihat pada

gambar berikut ini.
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Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa persalinan di fasilitas pelayanan

kesehatan di Provinsi Riau tahun 2016 sebesar 73,58% dan masih dibawah target yang

ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI sebesar 77%.

Untuk cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)

kabupaten/kota terdapat 6 kabupaten/kota yang telah mencapai target, dengan capaian

tertinggi terdapat di Kota Dumai (98,3%), diikuti Kota Pekanbaru (97,4%), dan

Kabupaten Siak (89,2%). Sedangkan Kabupaten/kota dengan cakupan terendah

terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (39,1%), Kabupaten Rokan Hulu (39,5%), dan

Kabupaten Meranti (40,3%). Banyaknya Kabupaten/Kota dengan cakupan persalinan di

fasyankes yang rendah bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman ibu bersalin

dan/atau keluarganya tentang manfaat bersalin ditolong tenaga kesehatan terlatih di

fasyankes. Selain itu, terdapat faktor sosioekonomik yang baisanya juga berpengaruh

terhadap keputusan tempat ibu bersalin.

c. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas
Nifas adalah periode mulai dari enam jam sampai dengan 42 hari pasca

persalinan. Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas

sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali sesuai jadwal yang

dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari

ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai

dengan hari ke-42 pasca persalinan.
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Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi :

a) Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu);

b) Pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri);

c) Pemeriksaan lokhia dan cairan per vaginam lain;

d) Pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif;

e) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan

bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana;

f) Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.

Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupan

pelayanan kesehatan ibu nifas (Cakupan KF3). Indikator ini menilai kemampuan negara

dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar.

Capaian indikator KF3 dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016

menggambarkan kecenderungan penurunan, yaitu mulai dari 82% pada tahun 2012

menjadi 78,9% pada tahun 2016. Padahal, pelayanan KF3 sangat diperlukan karena

masa nifas merupakan masa kritis yang memungkinkan untuk terjadinya masalah-

masalah yang berakibat fatal karena dapat menyebabkan kematian ibu. Pelayanan KF3

yang berkualitas mengacu pada pelayanan nifas sesuai standar.
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Dengan demikian diharapkan permasalahan yang terjadi pada ibu nifas dapat

diminimalisir atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Capaian indikator KF3 yang menurun

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir harus menjadi evaluasi terhadap berbagai upaya

yang dilakukan termasuk juga permasalahan dalam pencatatan dan pelaporan.

Capaian indikator KF3 haruslah merupakan hasil dari berbagai upaya yang

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Program penempatan tenaga

untuk dokter dan bidan terus dilaksanakan sehingga puskesmas, poskesdes, dan

posyandu lebih mengintensifkan implementasi upaya kesehatan termasuk di dalamnya

pelayanan kesehatan ibu nifas. Pelayanan kesehatan ibu nifas termasuk di antaranya

kegiatan sweeping atau kunjungan rumah bagi yang tidak datang ke fasilitas pelayanan

kesehatan. Gambar berikut ini menyajikan persentase pelayanan ibu nifas menurut

kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Pada gambar diatas digambarkan bahwa tiga kabupaten yang memiliki cakupan

kunjungan nifas lengkap tertinggi yaitu Kabupaten Kampar (92,4%), Kabupaten Meranti

(89,9%) dan Kota Dumai (87,1%). Sedangkan tiga kabupaten dengan cakupan kunjungan

nifas lengkap terendah ialah Kabupaten Rokan Hilir (63, 3%), Kabupaten Indragiri Hilir

(73,5%), dan Kabupaten Indragiri Hulu (75,8 %).
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Gambar diatas memperlihatkan perbedaan cakupan antara persalinan ditolong

tenaga kesehatan (Pn) dan kunjungan nifas (KF3). Kabupaten/Kota yang jumlah cakupan

Pn dan KF3-nya hampir sama yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Meranti yang

berarti hampir semua ibu bersalin di dua kabupaten tersebut mendapatkan pelayanan

kesehatan ibu nifas. Ada juga kabupaten yang cakupan KF3 lebih besar daripada

cakupan Pn, yakni Kabupaten Rokan Hilir. Hal tersebut bisa disebabkan karena adanya

ibu nifas yang mengalami masalah kesehatan pasca persalinan sehingga dirujuk untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, ada juga

kabupaten dengan selisih Pn dan KF3 yang cukup besar, yakni Kabupaten Bengkalis

dimana jumlah pelayanan kesehatan ibu nifas jauh lebih kecil dibanding jumlah cakupan

persalinan yang ditolong tenaga kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa meski

proses kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan, namun banyak ibu bersalin yang

tidak melakukan kunjungan nifas ke fasilitas kesehatan. Kemampuan petugas kesehatan

dalam menjaring ibu bersalin untuk mendapatkan pelayanan nifas merupakan faktor yang

sangat penting.

Pemberian kapsul vitamin A pada ibu nifas juga merupakan salah satu hal yang penting

untuk dilakukan. Ibu nifas harus diberikan kapsul vitamin A dosis tinggi karena:

 Pemberian 1 kapsul vitamin A merah cukup untuk meningkatkan kandungan

vitamin A dalam ASI selama 60 hari
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 Pemberian 2 kapsul vitamin A merah diharapkan cukup menambah kandungan

vitamin A dalam ASI sampai bayi berusia 6 bulan

 Kesehatan ibu cepat pulih setelah melahirkan

 Mencegah infeksi pada ibu nifas

Kapsul vitamin A merah (200.000 IU) diberikan pada masa nifas sebanyak 2 kali

yaitu 1 (satu) kapsul vitamin A diberikan segera setelah persalinan dan 1 (satu) kapsul

vitamin A kedua diminum 24 jam sesudah pemberian kapsul pertama. Gambaran

cakupan pemberian kapsul vitamin A pada ibu nifas di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

bisa dilihat dibawah ini.

Dari gambar diatas dapat dilihat cakupan pemberian kapsul vitamin A pada ibu

nifas terbanyak di Kabupaten Meranti (99,8%), Kabupaten Kampar (94,8%), dan Kota

Dumai (89,3%). Tingginya cakupan pemberian kapsul vitamin A pada ibu nifas bisa

disebabkan karena periode pemberian kapsul vitamin A pada ibu nifas cukup panjang.

Namun ada  juga Kabupaten/Kota yang cakupan pemberian kapsul vitamin A

pada ibu nifasnya hanya berkisar 60-70% saja. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh

ketersediaan kapsul vitamin A di fasilitas pelayanan kesehatan dan cakupan pelayanan

nifas karena jika ibu nifas tidak diberikan kapsul vitamin A sampai 24 jam setelah

melahirkan, maka kapsul vitamin A dapat diberikan pada :
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 kunjungan ibu nifas ke pelayanan kesehatan, atau

 pada kunjungan Neonatal / KN 1 (6-48 jam) atau saat pemberian imunisasi

hepatitis B (HB 0)

 pada KN 2 (bayi berumur 3-7 hari) atau

 pada KN 3 (bayi berumur 8-28 hari)

d. Pelayanan/Penanganan Komplikasi Maternal
Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas,

dan/atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk

penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin.

Pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu

dengan komplikasi kebidanan untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan definitif

sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan

rujukan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencegahan dan

penanganan komplikasi kebidanan adalah cakupan penanganan komplikasi kebidanan

(Cakupan PK). Indikator ini mengukur kemampuan daerah dalam menyelenggarakan

pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu (hamil, bersalin, nifas) dengan

komplikasi. Gambaran mengenai cakupan penanganan komplikasi kebidanan menurut

provinsi dapat dilihat pada gambar berikut.
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Cakupan penanganan komplikasi kebidanan/maternal di Provinsi Riau pada

tahun 2016 (45,78%) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (41,2%).

Namun, angka tersebut masih jauh dibawah target yang telah ditetapkan dalam Renstra

Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2016 (75%). Rendahnya cakupan penanganan

komplikasi kebidanan bisa disebabkan oleh jumlah riil ibu hamil dengan komplikasi

kebidanan lebih rendah daripada jumlah perkiraannya. Selain itu, cakupan K4,

persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, persalinan di fasilitas pelayanan

kesehatan, dan pelayanan kesehatan nifas juga menjadi faktor-faktor yang mendukung

tingginya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

Penanganan ibu hamil dengan komplikasi tersebut perlu diiringi dengan upaya-

upaya preventif seperti peningkatan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan

kehamilan secara teratur di tenaga kesehatan, perilaku ibu hamil yang mencerminkan

gaya hidup yang bersih dan sehat, pemenuhan gizi selama kehamilan, serta

peningkatan kompetensi petugas.

Melalui pemeriksaan kehamilan secara rutin dapat diketahui sejak dini apabila

ada ibu hamil yang masuk dalam kategori risiko tinggi dan komplikasi yang memerlukan

pelayanan kesehatan rujukan. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan

dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat mempermudah akses pelayanan

kesehatan jika terjadi komplikasi sehingga bisa cepat ditangani.

e. Pelayanan Kontrasepsi
Dasar penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana adalah UU RI Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 78 tentang Keluarga Berencana yang berbunyi:

(1) Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan

kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat

dan cerdas (2) Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga,

fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana

yang aman, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat (3) Ketentuan mengenai

pelayanan keluarga berencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014

Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga

Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, yang dimaksud dengan program keluarga

berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan,
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mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak

reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun

2014 tersebut, program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk

mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (di

bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan

terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk

meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan

masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan

batin.

KB merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan

ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.

Pelayanan KB menyediakan informasi, pendidikan, dan cara-cara bagi laki-laki dan

perempuan untuk dapat merencanakan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah

anak, berapa tahun jarak usia antara anak, serta kapan akan berhenti mempunyai anak.

Baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk menetapkan berapa jumlah anak

yang akan dimiliki dan kapan akan memiliki anak.

Sasaran program KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang berada pada

kisaran usia 15-49 tahun. PUS bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi di tempat-

tempat yang melayani program KB. Melalui tahapan konseling pelayanan KB, pasangan

usia subur (PUS) dapat menentukan pilihan kontrasepsi sesuai dengan kondisi dan

kebutuhannya berdasarkan informasi yang telah mereka pahami, termasuk keuntungan

dan kerugian penggunaan metode kontrasepsi. Program Keluarga Berencana (KB)

dilakukan diantaranya dalam rangka mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan

kelahiran.

Keberhasilan program KB dapat diukur dengan melihat cakupan KB aktif dan

KB baru. Untuk Provinsi Riau cakupan KB aktif lebih tinggi dari cakupan KB baru.  Hal

ini disebabkan karena Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat

ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Sedangkan

peserta KB Baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan

alat/cara kontrasepsi dan/atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode

kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran.
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Pelayanan KB pasca persalinan merupakan strategi yang penting dari

kesehatan masyarakat dengan keuntungan yang signifikan terhadap ibu dan bayinya.

Idealnya pemilihan kontrasepsi pasca persalinan, telah diperkenalkan pada saat

kehamilan agar tidak terlambat untuk mendapatkannya karena pada umumnya wanita

mulai menggunakan kontrasepsi pada minggu keenam pasca persalinan. Pelayanan KB

Pasca Persalinan merupakan salah satu program strategis untuk menurunkan kehamilan

yang tidak diinginkan.

Persentase peserta KB baru mengalami penurunan (0,8%) dari 16% pada tahun

2015 menjadi 15,2% pada tahun 2016. Persentase peserta KB aktif di Provinsi Riau pada

tahun 2016 sebesar 66,78%. Capaian ini juga mengalami penurunan sebesar 1,22%

dibandingkan tahun 2015 (71%).

Jika dibandingkan dengan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau, jumlah

tersebut lebih rendah dibanding target yang telah ditetapkan untuk tahun 2016 (73%).

Berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2012, sebagian besar

alasan orang tidak memakai KB yaitu: alasan fertilitas (menopouse, histerektomi, tidak

subur, ingin anak banyak, fatalistik, abstinensi), takut efek samping dari alat/cara KB

tersebut, akses ke pelayanan kesehatan terlalu jauh, biaya terlalu mahal, tidak nyaman

dan takut gemuk. Sedangkan gambaran persentase KB aktif menurut jenis kontrasepsi

dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa metode kontrasepsi yang paling banyak

digunakan oleh peserta KB aktif adalah suntikan (54%) dan terbanyak kedua adalah pil

(26,8%). Sedangkan metode kontrasepsi yang paling sedikit dipilih oleh peserta KB aktif

yaitu MOP (0,4%) dan MOW (0,7%).

Cakupan peserta KB aktif dan KB baru di Provinsi Riau pada tahun 2016 dapat

dilihat pada tabel diatas. Jumlah peserta KB aktif lebih banyak daripada KB baru, dengan

jumlah peserta KB aktif terbanyak di Kabupaten Rokan Hilir (96,9%) dan KB baru

terbanyak di Kabupaten Indragiri Hulu (75,6%). Sedangkan jumlah peserta KB aktif

terendah terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir (24,14%) dan KB baru terendah di Kota
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Pekanbaru (0,8%). Idealnya, jumlah KB aktif dan KB baru tidak lebih besar daripada

jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada. Akan tetapi, dari data diatas dapat dilihat

ada beberapa Kabupaten/Kota yang jumlah peserta KB baru dan KB aktifnya melebihi

jumlah PUS. Hal tersebut bisa disebabkan karena jumlah PUS yang under reporting atau

bias dalam pencatatan dan pelaporan penggunaan KB, misalnya: 1 PUS menggunakan

alat kontrasepsi suntik 3 bulan, namun kemudian PUS tersebut berganti alat kontrasepsi

sehingga 1 PUS tercatat menggunakan 2 alat kontrasepsi. 1

Untuk peserta KB, baik KB baru dan KB Aktif menggunakan 2 metode kontrasepsi

yakni Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan non MKJP. Kepesertaan KB Baru

menurut penggunaan metode kontrasepsi pada tahun 2016 menunjukkan bahwa

sebagian besar peserta KB memilih untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka

pendek (non MKJP), dengan rincian peserta KB baru dengan non MKJP sebesar 88,8%

dan peserta KB aktif dengan non MKJP sebesar 88%.

Berdasarkan laporan Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012,

persentase wanita yang sudah menikah yang menggunakan alat kontrasepsi sebanyak

62% dan persentase pria sudah menikah yang menggunakan alat kontrasepsi sebanyak

4,7%. Berdasarkan laporan Pengendalian Program Kependudukan, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga Subbid Data dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

tahun 2016, pencapaian peserta baru KB wanita sebesar 92,1% dan pria sebesar 7,9%.

Sedangkan pencapaian peserta aktif KB wanita sebesar 95% dan pria sebesar 5%.

Data diatas menunjukkan bahwa peserta KB masih didominasi oleh wanita.

Idealnya, dalam pelaksanaan program KB nasional, penggunaan kontrasepsi merupakan

tanggungjawab bersama pria dan wanita sebagai pasangan sehingga metode

kontrasepsi yang dipilih mencerminkan kebutuhan serta keinginan suami istri. Pasangan

suami istri harus mendukung dalam pemilihan dan penggunaan metode kontrasepsi

karena kesehatan reproduksi, khususnya KB, bukan hanya urusan pria atau wanita saja.

1.2. Pelayanan Kesehatan Anak
Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi akan

datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian

anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin masih dalam

kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
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a. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
Berat badan lahir rendah adalah berat badan bayi yang di timbang dalam waktu

satu jam pertama setelah lahir. Jika dilihat dari hubungan antara waktu kelahiran

dengan umur kehamilan, kelahiran bayi dapat dikelompokan menjadi tiga. Pertama

yakni kelompok bayi kurang bulan (prematur), yaitu bayi yang dilahirkan dengan masa

gestasi (kehamilan) <37 minggu (<259 hari). Kedua, bayi cukup bulan, yaitu bayi yang

dilahirkan dengan masa gestasi antara 37-42 minggu (259 - 293 hari). Kelompok ke

tiga adalah bayi lebih bulan, ialah bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi >42

minggu (>294 hari).

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) ialah bayi baru lahir yang berat badannya saat

lahir kurang dari 2500 gram. BBLR tidak hanya dapat terjadi pada bayi prematur, tapi

juga pada bayi cukup bulan yang mengalami hambatan pertumbuhan selama

kehamilan. Persentase berat bayi lahir rendah di Provinsi Riau tahun 2016 disajikan

pada gambar berikut ini.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di

Provinsi Riau belum stabil terlihat dari persentase yang turun secara signifikan. Namun,

kejadian BBLR meningkat sebesar 0,9% dari tahun sebelumnya menjadi 1% di tahun

2016. Jika dibandingkan dengan hasil Survei Indikator Kesehatan Nasional

(Sirkesnas) Tahun 2016, persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Provinsi Riau

lebih rendah dibanding dengan hasil Sirkesnas tersebut dimana hasil survei

menunjukkan bahwa terdapat 6,9% kejadian BBLR.
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Berdasarkan hasil SDKI 2012, 7% ibu dilaporkan memiliki berat badan anak

yang dilahirkan dibawah 2,5 kg. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa BBLR

cenderung terjadi pada anak dari ibu yang muda, ibu yang tidak tamat SD, dan ibu

yang indeks kekayaannya terbawah. BBLR biasanya terjadi karena ketidakmatangan

sistem organ pada bayi tersebut, terutama pada kelahiran prematur. BBLR mempunyai

kecenderungan ke arah peningkatan terjadinya infeksi dan mudah terserang

komplikasi. Adapun masalah BBLR yang sering terjadi adalah gangguan pada sistem

pernafasan, susunan saraf pusat, kardiovaskular, hematologi, gastro intestinal, ginjal,

dan termoregulasi.

b. Penanganan Komplikasi Neonatal
Pelayanan pada bayi baru lahir sangat penting dilakukan untuk mencegah

komplikasi segera setelah ibu melahirkan dan mengurangi kematian neonatal.

Neonatal dengan komplikasi adalah neonatal dengan penyakit dan/atau kelainan yang

dapat menyebabkan kecacatan dan/atau kematian, seperti asfiksia, ikterus, hipotermia,

tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR, sindroma gangguan

pernafasan, dan kelainan kongenital maupun yang termasuk klasifikasi kuning dan

merah pada pemeriksaan dengan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).

Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak yaitu bayi kuning,

asfiksia, dan kejang (Riskesdas, 2013). Komplikasi ini sebetulnya dapat dicegah dan

ditangani, namun terkendala oleh akses ke pelayanan kesehatan, kemampuan tenaga

kesehatan, keadaan sosial ekonomi, sistem rujukan yang belum berjalan dengan baik,

terlambatnya deteksi dini, dan kesadaran orang tua untuk mencari pertolongan

kesehatan.

Penanganan neonatal dengan komplikasi adalah penanganan terhadap

neonatal sakit dan/atau neonatal dengan kelainan atau komplikasi/kegawatdaruratan

yang mendapat pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan atau

perawat) terlatih baik di rumah, sarana pelayanan kesehatan dasar maupun sarana

pelayanan kesehatan rujukan. Pelayanan sesuai standar antara lain sesuai dengan

standar MTBM, manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir, manajemen Bayi Berat Lahir

Rendah, pedoman pelayanan neonatal essensial di tingkat pelayanan kesehatan

dasar, PONED, PONEK atau standar operasional pelayanan lainnya. Pada gambar

berikut disajikan gambaran cakupan penanganan neonatal dengan komplikasi menurut

Kabupaten/kota tahun 2016.
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Pada gambar di atas bisa dilihat bahwa capaian penanganan neonatal

komplikasi di Provinsi Riau pada tahun 2016 sebesar 28,9%. Meskipun secara provinsi

capaian penanganan komplikasi neonatal masih rendah dan belum mencapai target

Renstra (81%), namun terdapat 2 (dua) kabupaten yang sudah mencapai target, yaitu:

Kabupaten Meranti (92,28%) dan Kabupaten Siak (90,30%).

Cakupan penanganan komplikasi neonatal yang rendah dapat disebabkan oleh

beberapa permasalahan diantaranya sistem pencatatan dan pelaporan penanganan

neonatal dengan komplikasi yang belum mengakomodir semua laporan fasilitas

kesehatan dasar dan rujukan swasta. Rendahnya cakupan penanganan juga dapat

disebabkan masih terdapat tenaga kesehatan yang belum memahami definisi

operasional dari terminologi penanganan neonatal dengan komplikasi.

c. Pelayanan Kesehatan Neonatal
Neonatus adalah bayi baru lahir yang berusia sampai dengan 28 hari. Pada

masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan

terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu

bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling

tinggi, berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang

tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan

risiko pada kelompok ini diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat
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dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya

pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.

Kejadian kematian tertinggi pada bayi dan balita terjadi pada masa neonatus.

Berdasarkan hasil Riskesdas 2007 terdapat 78,5% kematian neonatal yang terjadi

pada umur 0-6 hari. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Raharni, dkk (2014), sebagian besar kematian neonatal terjadi pada masa neonatal

dini (0-7 hari), yaitu sebesar 88,6% dari jumlah kematian neonatal.

Dengan melihat adanya risiko kematian yang tinggi dan berbagai serangan

komplikasi pada minggu pertama kelahiran, maka setiap bayi baru lahir harus

mendapatkan pemeriksaan sesuai standar lebih sering, minimal dua kali dalam minggu

pertama. Langkah ini dilakukan untuk menemukan secara dini jika terdapat penyakit

atau tanda bahaya pada neonatus sehingga pertolongan dapat segera diberikan untuk

mencegah penyakit bertambah berat yang dapat menyebabkan kematian. Kunjungan

neonatus merupakan salah satu intervensi untuk menurunkan kematian bayi baru lahir.

Kunjungan neonatal (KN) yang dilaksanakan saat ini terbagi menjadi 3

cakupan kunjungan, yaitu pada umur 6-48 jam (KN1), umur 3-7 hari (KN2), dan umur

8-28 hari (KN3). Kunjungan neonatal pertama (KN1) adalah cakupan pelayanan

kesehatan bayi baru lahir (umur 6-48 jam) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana

pelayanan kesehatan.

Pelayanan yang diberikan saat kunjungan neonatal yaitu pemeriksaan sesuai

standar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan konseling perawatan bayi baru

lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Pada kunjungan neonatal

pertama (KN1), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis

B0 (bila belum diberikan pada saat lahir).

Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi

neonatal adalah Kunjungan Neonatal Lengkap (KN lengkap) yang mengharuskan agar

setiap bayi baru lahir memperoleh pelayanan Kunjungan Neonatal minimal tiga kali

sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.
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Selama periode lima tahun terakhir, cakupan KN1 dan KN lengkap belum stabil.

Namun, cakupan KN1 dan KN lengkap pada tahun 2016 ini mengalami peningkatan

dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana yang terlihat pada gambar diatas. Jika

dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2016, KN1

dan KN lengkap Provinsi telah mencapai target yang ditetapkan, dimana target KN1

sebesar 92,6% dan target KN lengkap sebesar 89%.

Pada gambar dibawah terlihat bahwa pencapaian indikator KN lengkap di Provinsi

Riau pada tahun 2016 terdapat 2 kabupaten yang belum mencapai target program

sebesar 89%, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (77,4%) dan Kabupaten Kuantan Singingi

(80%). Sedangkan capaian tertinggi terdapat di Kabupaten Siak (99,4%), diikuti oleh

Kabupaten Indragiri Hulu (97,2%) dan Kabupaten Rokan Hulu (96,7%).
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d. Pelayanan Kesehatan Pada Bayi

Kesehatan bayi dan balita harus selalu dipantau untuk memastikan kesehatan

mereka selalu dalam kondisi optimal. Pelayanan kesehatan bayi termasuk salah satu

dari beberapa indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan

kesehatan bayi dan balita. Pelayanan kesehatan pada bayi ditujukan pada bayi usia

29 hari sampai dengan 11 bulan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai

dengan standar oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis kesehatan

(dokter, bidan, dan perawat) minimal empat kali, yaitu pada usia 29 hari-2 bulan, usia

3-5 bulan, usia 6-8 bulan dan usia 9-12 bulan sesuai standar di satu wilayah kerja

pada kurun waktu tertentu.

Pelayanan ini terdiri dari penimbangan berat badan, pemberian imunisasi

dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), Stimulasi Deteksi Intervensi Dini

Tumbuh Kembang (SDIDTK) bayi, pemberian vitamin A pada bayi, penyuluhan

perawatan kesehatan bayi serta penyuluhan ASI Eksklusif dan pemberian makanan

pendamping ASI (MP ASI).

Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat menggambarkan upaya pemerintah

dalam meningkatan akses bayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar,

mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan

dan pencegahan penyakit, serta peningkatan kualitas hidup bayi.

Gambaran capaian indikator pelayanan kesehatan bayi di Provinsi Riau Tahun

2016 adalah 81,8%, dimana capaian tertinggi terdapat di Kabupaten Siak, Kota

Pekanbaru, dan Kabupaten Kampar. Sedangkan tiga kabupaten/kota dengan capaian

terendah yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten

Bengkalis.

Gambar berikut ini menampilkan cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi di

Kabupaten/kota pada tahun 2016.
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e. Pelayanan Kesehatan Pada Balita
Kehidupan anak, usia dibawah lima tahun merupakan bagian yang sangat

penting. Usia tersebut merupakan landasan yang membentuk masa depan kesehatan,

kebahagiaan, pertumbuhan, perkembangan, dan hasil pembelajaran anak di sekolah,

keluarga, masyarakat dan kehidupan secara umum. Kesehatan bayi dan balita harus

dipantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Untuk itu

dipakai indikator-indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan

kesehatan bayi dan balita, salah satu diantaranya adalah pelayanan kesehatan anak

balita. Adapun batasan anak balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur

12-59 bulan.

Pelayanan kesehatan pada anak balita yang dilakukan oleh tenaga kesehatan meliputi:

1. Pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal delapan kali setahun

(penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan minimal delapan kali

dalam setahun).

2. Pemberian vitamin A dua kali dalam setahun yakni setiap bulan Februari dan

Agustus

3. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang balita minimal dua kali

dalam setahun.
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4. Pelayanan Anak Balita Sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu

Balita Sakit (MTBS).

Berikut cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Provinsi Riau pada tahun

2016. Dari gambar dibawah dapat dilihat cakupan pelayanan kesehatan anak balita di

Provinsi Riau sebesar 53,38%. Jumlah cakupan tersebut tidak mencapai target yang

telah ditetapkan di Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau yaitu sebesar 86% pada

tahun 2016.

Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan anak balita bisa disebabkan oleh

sulitnya menjaring anak balita dibandingkan bayi karena orang tua merasa sudah

lengkap imunisasi pada saat umur 9 bulan sehingga hanya membawa anak balitanya ke

fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit saja. Padahal anak balita harus tetap dipantau

pertumbuhan (minimal 4 kali dalam setahun) dan perkembangannya (minimal 2 kali

dalam setahun) dan mendapatkan kapsul vitamin A (2 kali dalam setahun : Bulan

Februari dan Agustus).

f. Pelayanan Kesehatan Pada Siswa SD dan Setingkat
Mulai masuk sekolah merupakan hal penting bagi tahap perkembangan anak.

Banyak masalah kesehatan terjadi pada anak usia sekolah, seperti misalnya

pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan
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baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, karies gigi, kecacingan, kelainan

refraksi/ketajaman penglihatan dan masalah gizi. Pelayanan kesehatan pada anak

termasuk pula intervensi pada anak usia sekolah.

Anak usia sekolah merupakan sasaran yang strategis untuk pelaksanaan

program kesehatan, karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan

sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Sasaran dari

pelaksanaan kegiatan ini diutamakan untuk siswa SD/sederajat kelas satu. Pemeriksaan

kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama tenaga lainnya yang terlatih

(guru UKS/UKSG dan dokter kecil). Tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu tenaga

medis, tenaga keperawatan atau petugas puskesmas lainnya yang telah dilatih sebagai

tenaga pelaksana UKS/UKGS. Guru UKS/UKGS adalah guru kelas atau guru yang

ditunjuk sebagai pembina UKS/UKGS di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKGS.

Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4

dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil.

Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran tentang kebersihan dan kesehatan gigi

bisa dilaksanakan sedini mungkin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan

pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada

khususnya dan kesehatan tubuh serta lingkungan pada umumnya.

Upaya kesehatan pada kelompok ini yang dilakukan melalui penjaringan

kesehatan terhadap murid SD/MI kelas satu juga menjadi salah satu indikator yang

dievaluasi keberhasilannya melalui Renstra Kementerian Kesehatan. Kegiatan

penjaringan kesehatan selain untuk mengetahui secara dini masalah-masalah

kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya untuk

mencegah keadaan yang lebih buruk, juga untuk memperoleh data atau informasi dalam

menilai perkembangan kesehatan anak sekolah, maupun untuk dijadikan pertimbangan

dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Kesehatan

Sekolah (UKS).

Kegiatan penjaringan kesehatan ini terdiri dari :

1. Pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit dan kuku).

2. Pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antropometri.

3. Pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran).

4. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut.

5. Pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan.
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6. Pengukuran kebugaran jasmani

7. Deteksi dini masalah mental emosional.

Penjaringan kesehatan diukur dengan menghitung persentase SD/MI yang

melakukan penjaringan kesehatan terhadap seluruh SD/MI yang menjadi sasaran

penjaringan. Cakupan SD atau sederajat yang melaksanakan penjaringan kesehatan

untuk siswa kelas satu pada tahun 2016 di Provinsi Riau sebesar 65%. Cakupan selama

lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar  dibawah ini.

Pencapaian program UKS untuk sekolah tidak memenuhi sasaran dikarenakan :

1. Keterbatasan SDM baik di Kabupaten/ Kota maupun Puskesmas

2. Program UKS di sekolah dianggap tidak menjadi Program Prioritas

3. Tim yang tergabung dalam Trias UKS belum berjalan sesuai dengan Tupoksinya

4. Perbedaan struktur di Dinkes Kabupaten/Kota dengan Propinsi terutama terkait

dengan penanggung jawab Program UKS sering menjadi kendala dalam hal

koordinasi pelaksanaan program

5. Koordinasi dengan Lintas sektor diluar kesehatan seperti Dinas Pendidikan, Dinas

Sosial, Departemen Agama, BKKBN (semua yang tergabung dalam SKB 4

Menteri) belum berjalan secara maksimal.
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Sedangkan cakupan pelayanan kesehatan (penjaringan) murid SD dan

setingkat di kabupaten/kota sudah ada lima kabupaten/kota yang cakupannya

mencapai 100% yakni Kota Dumai, Kabupaten Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten

Siak, dan Kabupaten Pelalawan. Tujuh kabupaten/kota lainnya belum memenuhi target

Renstra 2016 sebesar 96%. Kabupaten/Kota dengan cakupan terendah yakni

Kabupaten Bengkalis (32,6%), Kabupaten Kuantan Singingi (34,7%), dan Kabupaten

Rokan Hilir (62,2%). Untuk melihat gambaran pelayanan kesehatan murid SD dan

setingkat di Kabupaten/kota pada tahun 2016 dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Sulit terpenuhinya target penjaringan SD/MI disebabkan oleh beberapa

masalah. Masalah utama yang sering ditemukan di daerah adalah tenaga yang sudah

dilatih dipindahkan ke bidang/tempat lain dan juga kurangnya tenaga di Puskesmas

untuk melaksanakan penjaringan, sehingga untuk melaksanakan penjaringan

kesehatan membutuhkan waktu lebih lama.  Padahal, melalui upaya penjaringan

kesehatan diharapkan  murid SD/sederajat kelas 1 yang memiliki masalah kesehatan

mendapatkan penanganan sedini mungkin.

Upaya Kesehatan Sekolah lainnya yaitu Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS).

UKGS merupakan upaya promotif dan preventif kesehatan gigi khususnya untuk anak

sekolah. Kegiatan UKGS meliputi pemeriksaan gigi pada seluruh murid untuk

mengetahui murid yang perlu mendapatkan perawatan gigi, kemudian melakukan

perawatan pada murid yang memerlukan.
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Persentase jumlah murid yang diperiksa kesehatan gigi dan mulutnya pada tahun 2016

yaitu sebesar 43%. Gambaran tentang pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut murid

SD di Provinsi Riau tahun 2012-2016 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Jumlah cakupan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada murid SD tidak

sebanding dengan cakupan pelayanan kesehatan murid SD. Hal tersebut menunjukkan

bahwa tidak semua murid SD yang mendapatkan pelayanan kesehatan diperiksa juga

kesehatan gigi dan mulutnya.
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Dari gambar diatas dapat dilihat jumlah murid SD/MI yang diperiksa dan

mendapatkan perawatan gigi pada tahun 2016 sebanyak 37%. Berarti, terdapat 6% murid

SD yang telah diperiksa kesehatan gigi dan mulutnya pada program UKGS tidak

melakukan perawatan ke dokter gigi. Program kesehatan gigi terutama perawatan gigi

dan mulut, khususnya bagi murid SD/MI harus mendapat perhatian khusus dalam rangka

menjaga kesehatan gigi dan mulut anak sekolah.

3. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup, maka kesehatan usia lanjut juga

perlu mendapatkan perhatian agar para lanjut usia dapat menjalani kehidupannya secara

berkualitas baik fisik maupun mentalnya. Upaya kesehatan usia lanjut adalah upaya

kesehatan paripurna dasar dan menyeluruh di bidang kesehatan usia lanjut yang meliputi

peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan. Tempat pelayanan

kesehatan tersebut bisa dilaksanakan di puskesmas ataupun Rumah Sakit serta Panti-

panti dan institusi lainnya.

Pelayanan kesehatan usia lanjut diberikan untuk pelayanan penduduk usia 60

tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh

tenaga kesehatan, baik di puskesmas maupun di posyandu/kelompok usia lanjut.

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut Provinsi Riau tahun 2016 sebesar 59%, hasil

cakupan ini menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya (74%).
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2. PELAYANAN KESEHATAN GIGI
2.1 Rasio Tambal Cabut Gigi Tetap

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas meliputi kegiatan pelayanan

dasar gigi dan upaya kesehatan gigi sekolah. Kegiatan pelayanan dasar gigi adalah

tumpatan (penambalan) gigi tetap dan pencabutan gigi tetap.

Indikasi dari perhatian masyarakat adalah bila tumpatan gigi tetap semakin

bertambah banyak berarti masyarakat lebih memperhatikan kesehatan gigi yang

merupakan tindakan preventif, sebelum gigi tetap betul-betul rusak dan harus dicabut.

Pencabutan gigi tetap adalah tindakan kuratif dan rehabilitatif yang merupakan tindakan

terakhir yang harus diambil oleh seorang pasien.

Jumlah tumpatan gigi tetap tahun 2016 sebesar 8.197 meningkat dibandingkan

tahun 2015 sebesar 6.187. Sedangkan jumlah pencabutan gigi tetap tahun 2016

sebesar 35.361 meningkat bila dibandingkan tahun 2015 sebesar 29.836. Data tersebut

menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang mulai mendapatkan pelayanan

kesehatan dari dokter gigi, namun motivasi masyarakat dalam mempertahankan gigi

geliginya belum maksimal yang ditandai dengan banyaknya jumlah pencabutan gigi

tetap dibanding tumpatan gigi tetap. Oleh karena itu, masih diperlukan penyuluhan yang

terus menerus agar masyarakat memeriksakan giginya secara teratur. Rasio tumpatan

dan pencabutan gigi tetap tahun 2016 sebesar 0,23. Hal tersebut menunjukan bahwa

masih banyak masyarakat yang melakukan pencabutan gigi dibandingkan melakukan

tumpatan gigi tetap. Rasio tumpatan dan pencabutan gigi tetap di Provinsi Riau selama

5 (lima) tahun terakhir bisa dilihat pada gambar dibawah ini.
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Kabupaten/kota yang pencabutan giginya jauh lebih banyak dibandingkan

tumpatan giginya (rasio rendah), menandakan bahwa masyarakat di kabupaten yang

bersangkutan masih kurang memperhatikan kesehatan gigi dan mulut dan kemungkinan

frekuensi penyuluhan kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan oleh petugas kesehatan

di setiap lini, baik yang dilakukan didalam maupun diluar gedung masih sangat minim.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, dari penduduk umur 10

tahun keatas yang mempunyai kebiasaan menyikat sikat giginya setiap hari, hanya 2,3%

yang menyikat gigi dengan benar (sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam). Hal

ini mungkin disebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap

kesehatan gigi dan mulut. Untuk itu diharapkan penekanan pada pemeriksaan gigi ini

dapat mengontrol fungsi kunyah gigi agar tetap baik, sehingga sistim pencernaan

semakin bagus, yang pada akhirnya kesehatan secara umum akan meningkat dan

diharapkan di tahun-tahun mendatang jumlah pencabutan gigi tetap trennya semakin

menurun.

3. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Permasalahan gizi masyarakat merupakan salah satu isu kesehatan masyarakat

yang menyita perhatian sektor kesehatan. Status gizi juga merupakan salah satu penentu

kondisi derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah melakukan upaya perbaikan gizi

masyarakat dalam rangka merespon permasalahan gizi yang sering ditemukan seperti

anemia gizi besi, kekurangan vitamin A, dan gangguan akibat kekurangan yodium.

3.1Pemberian Kapsul Vitamin A

Vitamin A adalah salah satu zat gizi penting yang larut dalam lemak, disimpan

dalam hati, dan tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga harus dipenuhi dari luar tubuh.

Manfaat vitamin A diantaranya (1) meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan

infeksi seperti campak dan diare, (2) membantu proses penglihatan dalam adaptasi terang

ke tempat yang gelap, (3) mencegah kelainan pada sel-sel epitel termasuk selaput lendir

mata, (4) mencegah terjadinya proses metaplasi sel-sel epitel sehingga kelenjar tidak

memproduksi cairan yang dapat menyebabkan kekeringan mata, (5) mencegah terjadinya

kerusakan mata hingga kebutaan, dan (6) vitamin A esensial untuk membantu proses

pertumbuhan.
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Suplementasi kapsul vitamin A pada balita usia 6-59 bulan bertujuan tidak hanya

untuk mencegah kebutaan tetapi juga untuk penanggulangan Kurang Vitamin A (KVA)

yaitu suatu kondisi dimana simpanan vitamin A dalam tubuh berkurang akan berdampak

kelainan pada mata yang umumnya terjadi pada anak usia 6 bulan sampai dengan 4 tahun

yang menjadi penyebab utama kebutaan. KVA biasa terjadi pada anak yang menderita

kurang energi protein atau gizi buruk tetapi dapat juga terjadi karena gangguan

penyerapan pada usus. Tahap awal KVA ditandai dengan gejala rabun senja atau kurang

jelas melihat pada malam hari atau menurunnya kadar serum retinol dalam darah.

Selanjutnya terdapat kelainan jaringan epitel pada paru-paru, usus, kulit, dan mata.

Kapsul vitamin A dosis tinggi terbukti efektif untuk mengatasi masalah KVA pada

masyarakat apabila cakupannya tinggi. Bukti-bukti lain menunjukkan peranan vitamin A

dalam menurunkan angka kematian yaitu sekitar 30%-54%, maka selain untuk mencegah

kebutaan, pentingnya vitamin A saat ini lebih dikaitkan dengan kelangsungan hidup anak,

kesehatan dan pertumbuhan anak.

Penanggulangan masalah KVA pada anak balita sudah dilaksanakan secara

intensif sejak tahun 1970-an, melalui distribusi kapsul vitamin A di posyandu setiap enam

bulan yaitu bulan Februari dan Agustus dan peningkatan promosi konsumsi makanan

sumber vitamin A. Ada dua jenis vitamin A yang diberikan, yaitu yang berwarna biru

(100.000 IU) untuk bayi usia 6-11 bulan dan yang berwarna merah (200.000 IU) untuk

anak usia 12-59 bulan.
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